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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka

 Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan antara proposisi-proposisi, konsep-konsep, dan asumsi-asumsi yang mendasari kegiatan penelitian ini dan secara runtut diturunkan dari teori utama (grand theory) sampai pada teori-teori yang bersifat operasional. Teori utama yang menjadi landasan pokok dalam penelitian ini adalah teori-teori dalam ilmu administrasi negara, kemudian diturunkan ke dalam teori-teori kebijakan publik, sedangkan teori yang bersifat operasional yang menunjang dalam kegiatan penelitian ini adalah teori yang berhubungan dengan konsep tentang otonomi daerah, kompetensi, efektivitas organisasi.
Uraian teori-teori yang digunakan sebagai model teoritis di bawah ini, dipetakan melalui model yang mengandung grand theory, meddle range theory dan operasinal theory yakni digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 2.1
Landasan Alur Teorisitas dari
 Grand Theory, Middle Range dan  Applied Theory

Kajian  pustakan ini diurai dimulai dari landasan Teori Umum (Grand Theory),  Landasan pokok dalam penelitian ini adalah teori-teori  berupa Ilmu Administrasi Publik/Negara (Public Administration) yang memiliki keterkaitan dengan Teori Antara (Middle Range Theory) yakni  berupa turunan yaitu   teori-teori kebijakan publik   (Public Policy). Middle Range Theory tersebut tidak lain merupakan batang   keilmuan dari teori aplikasi (Applied Theory) yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Implementasi Kebijakan Publik (Implemantation Public Policy) dan Kompetensi Pejabat Struktural  yang bermuara pada Efektivitas Organisasi. Keterkaitan  grand theory, middle theory dengan applied theory, yang merupakan landasan teorisitas keseluruhan penelitian ini.
Pokok-pokok bahasan dalam tinjauan pustaka ini adalah sebagai berikut:
2.1.1 Hasil Penelitian terdahulu tentang Objek Penelitian
2.1.1.1 Penelitian Asep Herwanto

Hasil Penelitian Asep Herwanto (2009) yang berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Kinerja Organisasi Terhadap  Efektivitas Organisasi di Kabupaten Majalengka”, studi ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh implementasi Otonomi Daerah dan Kinerja Pegawai terhadap Efektivitas Organisasi di Kabupaten Majalengka. Adapun variabel Penelitian yaitu (X1) Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, (X2) Kinerja Organisasi dan (Y) Efektivitas Organisasi.

· Berdasarkan pengujian dengan menggunakan Analisis jalur (path analisys) menunjukan bahwa variabel implementasi kebijakan otonomi daerah dan kinerja organisasi secara simultan tidak signifikan mempengaruhi efektivitas organisasi sebesar 45% sedangkan sisanya sebesar 55% dipengaruhi oleh faktor lain diluar kedua variabel bebas tersebut.
· Hasil penelitian Asep Herwanto tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan semakin baiknya implementasi kebijakan otonomi daerah dengan kinerja organisasi tidak memberikan peluang yang cukup besar dan nyata terhadap peningkatan efektivitas pegawai. Sehingga variabel lain sangat dominan mempengaruhi efektivitas organisasi, untuk itu agar dilakukan upaya optimalisasi implementasi kebijakan otonomi daerah dan optimalisasi kinerja organisasi, sehingga dapat benar-benar dan nyata berpengaruh terhadap efektivitas organisasi.

2.1.1.2 Penelitian Tectona Jati Kusno

Hasil Penelitian Tectona Jati Kusno (2008) yang berjudul Aplikasi Good Governance Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Kabupaten Pasuruan. Tujuan Penelitian ini adalah : (1) untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan pelaksanaan good governance dan proses penyusunan kebijakan; (2) Untuk mendeskripsikan dan menvisualisasikan interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan; (3) untuk mengindentifikasi aktor-aktor yang terlibat dan berpengaruh dalam proses penyusunan kebijakan.

· Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini diperoleh temuan temuan:
a. Terdapat hambatan yuridis terhadap keterlibatan aktor-aktor diluar Negara (masyarakat dan aktor swasta) dikarenakan peraturan formal tidak ada yang mengatur dan dalam tata tertib DPRD tidak ada keharusan untuk melibatkan mereka dalam perumusan hingga pengesahan Peraturan Daerah. 

b. Perumusan kebijakan Daerah di Kabupaten Pasuruan, peran stake holder dalam hal ini Pemerintah Daerah dan DPRD (Pemerintah Daerah masih sangat dominan).

c. Pemerintah Daerah dan DPRD kurang mampu menjalin interaksi yang sinergis dengan masyarakat sipil dan sektor swasta sebagaimana dituntut dalam good Governance sehingga menimbulkan reaksi-reaksi kurang baik dari masyarakat yang mengakibatkan implementasi kebijakan terganggu dan pencapaian sasarannya kurang optimal. 

Temuan hasil penelitian, maka untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah, DPRD, Civil Society dan sektor swasta bersama-sama membangun good Governance, sehingga masalah yang dihadapi dapat dipecahkan.

2.1.1.3 Penelitian Asep Arifin

Hasil Penelitian  Arifin (2010), yang berjudul “ Pengaruh Kompetensi Pejabat dan  Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Organisasi di Kabupaten Sumedang”.

Pengujian terhadap setiap rumusan hipotesis dilakukan melalui analisis jalur (Path Analisys) dengan hasil pengujian terhadap hipotesis utama diperoleh bukti bahwa : Kompetensi Pejabat dan Budaya Organisasi (X1) berpengaruh terhadap efektivitas Organisasi (Y) sebesar 38,7 %. Hasil pengujian terhadap setiap sub. hipotesis diperoleh bukti bahwa : Kompetensi Pejabat (X1) berpengaruh terhadap Efektivitas Organisasi (Y) sebesar 29,5 %. Kemudian pengujian hipotesis Budaya Organisasi (X2) berpengaruh terhadap Efektivitas Organisasi (Y) sebesar 47,2 %.

Penelitian Asep Arifin tersebut dapat disimpulkan , bahwa semakin baik Kompetensi Pejabat dan Budaya Organisasi, memberi peluang yang cukup besar dan nyata terhadap peningkatan Efektivitas Organisasi. 

2.1.1.4  Penelitian Ika Harka Yuda
Hasil Penelitian  Yuda (2008) yang berjudul, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Manajemen Reinventing Government dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon “, studi ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh implementasi kebijakan otonomi Daerah terhadap manajemen Reinventing Government dalam meningkatkan mutu pelayanan satuan organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang.

· Adapun variabel Penelitian, yaitu (X) Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, (Y) Manajemen Reiventing Government dan (Z) Meningkatkan Mutu Pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
· Berdasarkan pengujian dengan menggunakan analisis jalur (Path analisys) menunjukan bahwa variabel implementasi kebijakan otonomi Daerah berpengaruh terhadap manajemen Reinventing Government (Y) sebesar 67,5 % . Sedangkan sisanya sebesar 32,5 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel bebas tersebut.
· Variabel Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (X) berpengaruh terhadap mutu pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Y) sebesar 72,6 %. Sedangkan sisanya sebesar 27,4 % dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 

· Hasil Penelitian  Yuda tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan semakin baiknya Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah akan memberi peluang yang cukup besar terhadap peningkatan Mutu pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Walaupun demikian masih perlu diambil langkah optimalisasi implementasi otonomi Daerah dan manajemen Reinventing Govenrment , sehingga dapat berpengaruh secara nyata terhadap mutu pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon.
2.1.1.5 Penelitian Suharyadi 
Hasil Penelitian Suharyadi (2008) dengan judul “ Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Kinerja Organisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan.

Setelah menganalisa hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Secara empirik telah ditemukan, bahwa efektivitas organisasi Perangkat Daerah baik secara parsial maupun simulta telah dipengaruhi oleh variabel Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Kinerja Organisasi di Kabupaten Pasuruan.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh hasil bahwa tiap-tiap dimensi dari variabel Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Dan implementasi Kebijakan Otonomi Daerah tiap-tiap dimensi berpengaruh terhadap Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah.
3. Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik serta hasil pengolahan dan analisis simultan menggambarkan bahwa variabel Implementasi Kebijakan Otonomi daerah telah mempengaruhi Kinerja Organisasi dan efektivitas Organisasi Perangkat Daerah sebesar 86,72%.
4. Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah dan Kinerja Organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain (epsilon) sebesar 23,28 % yaitu koordinasi, kompetensi, serta masih rendahnya kualitas suamber daya manusia.
Saran-saran:

a. Perlu adanya  pola koordinasi yang lebih efektif dan efisien diantara berbagai komponen yang terlibat dalam implementasi kebijakan otonomi Daerah.

b. Kompetensi dan kinerja sumber daya manusia, perlu diberdayakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi Perangkat Daerah.

c. Seyogyanya Pemerintah Daerah lebih mengefektifkan implementasi kebijakan otonomi Daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi Perangkat Daerah. 
2.1.1.6 Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu
Melihat relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan secara singkat dapat disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.1

Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu dengan Disertasi Peneliti

	No
	Nama
	Penelitian Terdahulu
	Hasil Penelitian
	Perbeadaan dengan Penelitian yang dilakukan peneliti

	 (1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Asep Herwanto (2009)
	Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Kinerja Organisasi Terhadap  Efektivitas Organisasi di Kabupaten Majalengka
	Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Kinerja Organisasi tidak memberikan peluang yang cukup besar pengaruhnya Terhadap  Efektivitas Organisasi 
	· Memberikan dukungan mengenai teori Implementasi Kebijakan
· Lokus dan Fokus berbeda

· Teori yang digunakan berbeda tentang kinerja

	2


	Tectona Jati Kusno (2008)
	Aplikasi Good Governance Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Kabupaten Pasuruan
	a. Terdapat hambatan yuridis terhadap keterlibatan aktor-aktor diluar Negara.

b. Pada perumusan kebijakan Daerah di Kabupaten Pasuruan, peran stake holder dalam hal ini Pemerintah Daerah dan DPRD (Pemerintah Daerah masih sangat dominan).

c. Pemerintah Daerah dan DPRD kurang mampu menjalin interaksi yang sinergis dengan masyarakat sipil dan sektor swasta. 
	· Memberikan dukungan mengenai teori Good Governance dan Kebijakan Publik

· Lokus dan Fokus berbeda

· Grand Teori yang digunakan berbeda tentang penyusunan kebijakan daerah

	3
	Asep Arifin (2010)
	Pengaruh Kompetensi Pejabat dan  Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Organisasi di Kabupaten Sumedang

	Kompetensi Pejabat dan  Budaya Organisasi tidak memberikan peluang yang cukup besar pengaruhnya Efektivitas Organisasi 
	· Memberikan dukungan mengenai teori Kompetensi dan Budaya Organisasi

· Lokus sama dan Fokus berbeda

· Teori yang digunakan berbeda tentang budaya organisasi

	4
	Ika Harka Yuda (2008)
	Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Manajemen Reinventing Government dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon
	Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah berpengaruh cukup besar terhadap Manajemen Reinventing Government dan Mutu Pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah
	· Memberikan dukungan mengenai teori Implementasi Kebijakan Organisasi

· Lokus dan Fokus berbeda

· Teori yang digunakan berbeda tentang manajemen reinventing government dan pelayanan satuan orgnisasi perangkat daerah

	5
	Suharyadi (2008)
	Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Kinerja Organisasi Dalam Meningkatkan Efektivita Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan
	Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah berpengaruh besar terhadap  Kinerja Organisasi dan efektivitas Organisasi Perangkat Daerah
	· Memberikan dukungan mengenai teori Implementasi Kebijakan Organisasi

· Lokus dan Fokus berbeda

· Teori yang digunakan berbeda mengenai kinerja organisasi


Sumber : Hasil modifikasi penelitian 2012

Tabel di atas, menjelaskan tentang hasil penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti untuk mendapat inspirasi, melihat perbedaan antara teori yang digunakan, perbedaan lokus dan fokus serta menjaga tingkat originalitas penelitian yang dilakukan peneliti.
2.1.2 Kajian tentang Administrasi Negara sebagai Grand Theory.
Peranan dan fungsi administrasi negara merupakan grand theory, yakni sebagai landasan Teori Umum, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan serta pengawasan dan penilaian hasil-hasil kebijakan, tetapi mencakup pula tentang perumusan dan penentuan kebijakan-kebijakan negara. Administrasi adalah bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama, sedangkan pengertian administrasi menurut Iskandar (2005:1) adalah suatu proses pengorganisasian sumber-sumber, sehingga tugas pekerjaan dalam orgasnisasi tingkat apapun dalam organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Koontz dan Cyril (dalam Herujito, 2001: 5) menyama-artikan antara adminstrasi dengan menajemen yang mempunyai tugas sama, pada prinsipnya yaitu merancang dan memelihara lingkungan ketika orang mengadakan kerjasama dalam pencapaian tujuan bersama. Sementara itu, Soekarno (dalam Herujito, 2001: 5) memberikan rumusan terhadap administrasi sebagai keseluruhan proses kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, sedangkan administrasi negara adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan oleh negara.
Pengertian administrasi negara menurut Dimock dan Dimock (1995: 17) menyatakan bahwa:
“Administration and general administrative part that has a wider field, which is a science that studies how institutions ranging from one family to the United Nations organized, driven and steered. Administration are also part of political science, which studies the determination of the State policy in suatn process.”. Administrasi Negara merupakan bagian dan administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakan dan dikemudikan. Administrasi Negara juga merupakan bagian ilmu politik, yang mempelajari penentuan kebijakan Negara dalam suatn proses.
Suradinata (1996 : 1) menyatakan bahwa administrasi Negara adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara dan tingkat pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi. Demikian pula Supriatna, (1996:3-4) memberikan batasan pengertian Administrasi Negara sebagai keseluruhan proses organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peranan dan jabatan resmi sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga peradilan.

 Waldo (1996: 18) menyebutkan tentang adanya dua jenis definisi tentang Administrasi Negara yaitu:

1. Administration of the State as an organization and people management in government to achieve the goals that have been set. Administrasi Negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
2. Administration is an art or science of manajernen used to manage the affairs of the state. Administrasi Negara merupakan suatu seni atau ilmu tentang manajernen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Administrasi negara memegang peranan penting dalam setiap perubahan pola kehidupan dan perubahan pola pikir yang sangat cepat dari setiap kurun waktu, sehingga pola kehidupan dan pola pikir manusia dapat sesuai dengan tuntutan jaman dan rasional. Pembaharuan dan peuyepurnaan administrasi negara merupakan landasan bagi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat atau bangsa rnelalui peningkatan kinerja lembaga-lembaga kenegaraan dan instansi pemerintahan, dengan memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas tinggi, sejalan dengan pemberian peranan yang lebih luas kepada masyarakat (Iskandar, 2001: ix).
Dimock (1995:5) lebih menekankan pada suatu cara yang sistematis dan dinamis dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, yang mengatakan bahwa:

“Administrative state is the product of goods and services are planned to meet the needs of citizens who become customers, therefore the administration of the state has a vast subject with respect to a systematic and dynamic manner in which the state administration must complete a task to the best of better”. Administrasi negara adalah produk barang-barang dan jasa-jasa yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan warga negara yang menjadi konsumennya, oleh karena itu administrasi negara memiliki subyek yang luas yang berkenaan dengan suatu cara yang sistematis dan dinamis dimana adminstrasi negara harus menyelesaikan suatu tugas dengan sebaik-baiknya.
Kemudian Tjokroamidjojo (1995: 1-3) mengemukakan perurnusan tentang Adminstrasi Negara yaitu

1. Suatu studi rnengenai begaimana bermacam-macam lembaga-lembaga pemerintahan diorganisir, dilengkapi tenaga-tenaganya. dibiayai, di gerakan dan dipimpin.
2. Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari pada manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan Pemerintahan.
3. Kegiatan Pemerintahan didalam, melaksanakan kekuasaan politiknya.
4. Ilmu yang mempelajari pe1aksanan dari politik negara.

Pemahaman di atas bahwa administrasi negara berkenaan dengan administrasi dalam lingkup negara, seringkali pula diartikan sebagai pemerintah. Dalam perkembangannya, konsep-konsep dalam administrasi negara pada dasarnya ingin mengetengahkan bahwa administrasi tidak boleh bebas nilai dan harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Kartasasmita (1996: 155) sebagai seorang pelopor gerakan ini lebih tegas lagi menyatakan bahwa administrasi negara harus memasukkan aspek pemerataan dan keadilan sosial (social equity) ke dalam konsep administrasi, bahkan ia menegaskan administrasi tidak bisa netral.
Proses administrasi sebagai proses politik seperti dikemukakan Dimock (1995:40), merupakan proses politik suatu bangsa (the administration process is an integral part of the political process of the nation). Hal ini bisa dipahami, karena berdasarkan perkembangan paradigma administrasi, administrasi negara itu berasal dari ilmu politik, yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Konteks politik, administrasi negara sangat berperan dalam perumusan kebijakan negara, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nigro dan Nigro (1980: 14) yang menyebutkan bahwa Administrasi publik mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan negara dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik. (Public Administration has an important role in the formulation of public policy and is thus part of the political process)”.
Sejalan dengan hal tersebut, Dye menyatakan “Public policy is whatever government chooses to do a not do” (Dye, 1995:3). George Edwards’s dan Ira Sharkansky, seperti yang dikutip oleh Irfan Islamy mengemukakan hahwa: “Public policy is what the government say to do or not to do. It is the goals of purpose of government program” (Islamy, 2000: 20). 
Kedua pengertian ini menunjukkan bahwa kebijakan negara merupakan segala perbuatan yang dikehendaki Pemerintah yang sejalan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai melalui program-program Pemerintah.
Administrasi negara mernpunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa perkembangan ilmu administrasi negara yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis perumusan kebijakan, pelaksana kebijakan dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya dirumuskan kembali. Oleh sebab itu maka pendekatan yang umumnya dipergunakan adalah pendekatan sistem, yang berupaya menjelaskan saling keterpaduan antara lingkungan, sistem politik dan kebijakan negara.
Adminstrasi negara di Indonesia antara lain berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik. Faktor administrasi ini merupakan salah satu kecendeungan terjadinya hambatan-hambatan dalam pembangunan disamping faktor politik. 
Menurut LAN RI (2004:1-2) Administrasi Negara yaitu keseluruhan penyelenggara kekuasaan Pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya demi terciptanya tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara Republik Indonesia seperti diterapkan dalam UUD 1945. Pengertian Administrasi Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oeh seluruh aparatur Pemerintah dalam suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Adminstrasi Negara bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat karena terlepas dan sistem politik dan perekonomian yang dianut oleh suatu negara, semua negara modern mengatakan bahwa negara itu ialah “Welfare State”, Administrasi Negara dalam proses pelaksanaan kegiatannya bermotifkan pemberian pelayanan yang seefisien, seekonomis dan seefektif mungkin kepada setiap warga negara yang harus dilayaninya.
Administrasi Negara yang berarti juga aparatur Pemerintah berkewajiban melayani semua warga dengan perlakuan yang sama karena warga negara itu berkedudukan sama dimata hukum, oleh karena itu harus diberi pelayanan yang sama pula. Birokrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan struktur organisasi yang memiliki ruang lingkup tugas sangat luas serta memerlukan organisasi besar, dengan sumber daya manusia yang besar jumlahnya. Pada situasi seperti sekarang ini, masyarakat menilai sosok birokrasi Pernerintah dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu organisasi yang kaku dan sangat birokratis.
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pendekatan administrasi negara di Indonesia berhubungan dengan peranan birokrasi pemerintahan baik dalam tingkat Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, pengaruh perilaku aparatur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan publik akan mewarnai budava organisasi birokrasi yang pada gilirannya akan berpengaruh kepada tingkat kinerja birokrasi dalam sistem administiasi negara secara keseluruhan.

Pendekatan administrasi negara sebagaimana diuraikan di atas, sangat berhubungan dengan peranan aparatur Pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui aktivitas penyediaan berbagai barang-barang publik (public goods) dan aktivitas dalam pemberian pelayanan umum (public service). Untuk lebih rnenjamin pelaksanaan pembangunan secara baik, menurut Tjokroaminoto (1977 : 176) perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam administrasi negara, seiring dengan pengembangan berbagai sistem administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Hal tersebut sejalan dengan perkembangan dewasa ini ada semacam kebutuhan dan tuntutan untuk melakukan re-orientasi dalam administrasi negara (public administration) yang lebih menekankan pada aspek internal administration menjadi manajemen publik (public management). Manajemen publik disamping menekankan pada aspek internal process, juga menekankan pada urgensi dan external constituencies. Proses reorientasi ini antara lain ditandai dengan induksi elemen managerialisme ke dalam proses administrasi negara (Situmorang, 1998:4).
Manajemen harusnya memberikan arah kepada lembaga yang dikelolanya. Ia harus memikirkan secara tuntas misi lembaga itu, menetapkan sasaran-sasarannya dan mengorganisasikan sumber-sumber daya untuk tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh lembaga. Sesungguhnya manajemen bertanggungjawab terhadap pengarahan visi serta sumber daya kejurusan hasil-hasil yang paling besar dan efesien. Dalam setiap organisasi, manajemen merupakan bagian esensial dalam hal melaksanakan pekerjaan secara efesien dan efektif. Oleh karena itu Lay, (2002:4) mendefinisikan manajemen sebagai “seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan atas human and resources untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Reformasi di sektor publik biasanya diartikan sebagai “mengerjakan atau melakukan” sesuatu dengan lebih baik, yaitu mencapai tujuan dan sasaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan publik serta dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Secara garis besarnya, reformasi dalam sektor publik dapat dibedakan atas reformasi kebijakan (policy reform) dan reformasi administrasi (administrative reform). Reformasi kebijakan lebih rnengarah pada perubahan tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai, sedangkan reformasi administrasi lebih diarahkan pada upaya untuk menyempurnakan cara-cara atau mekanisme. prosedur dan teknik-teknik pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan.
Peranan administrasi negara dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas menurut Tjokrowinoto (1977: 76) adalah menciptakan mekanisme penyerahan/pembebasan (delivery mechanism) yang bukan hanya dapat menjangkau rakyat sebanyak rnungkin, akan tetapi juga mempunyai kualitas pelayanan yang cukup baik meliputi bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, nutrisi, lingkungan dan sebagainya. Peranan administrasi negara dalam pembangunan kualitas non fisik dapat digeneralisir dalam menciptakan millieu yang memungkinkan berfungsinya reward and funishment system yang dapat membentuk jati diri (manusia) yang berkualitas.
Peranan Administrasi Negara penting bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan strategi pengelolaan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
2.1.3 Kebijakan Publik sebagai Middle Range Theory
Kebijakan public merupakan Teori Antara (Middle Range Theory) yakni  berupa turunan atau sebagai batang keilmuan administrasi negara, merupakan suatu keilmuan yang berkaitan dengan program kegiatan yang dipilih atau diputuskan oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Dye (1995: 2) kebijakan adalah apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan (“public policy is whatever government choose to do or not to do,). Dalam pandangan Dye, tindakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah juga merupakan suatu kebijakan, karena untuk memilih tidak melakukan juga memerlukan suatu pertimbangan-pertimbangan politis maupun administratif, bahkan pilihan untuk tidak melakukan sesuatu tindakan, seringkali justru mempunyai dampak yang sangat besar bagi masyarakat. 
Teori tentang kebijakan antara lain juga dikemukakan oleh Hoogerwerf (1973:9) “policy can be described as an attempt to achieve certain goals by certain means and in the order specified time” bahwa kebijakan dapat digambarkan sebagai usaha mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Lebih lanjut Hoogerwerf menjelaskan bahwa kebijakan adalah semacam jawaban terhadap sesuatu masalah. Kebijakan adalah suatu upaya untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah masalah dengan cara tertentu, yaitu tindakan terarah menuju sasaran. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan kebijakan yang memusatkan diri pada kebijakan pemerintahan, dengan kata lain, pemusatan diri pada kebijakan para pelaku dan golongan tertentu, yaitu pejabat pemerintah dan instansi pemerintah sekalipun penjelmaannya tidak terlepas dari pengaruh para pelaku atau aktor lainnya seperti penduduk dan organisasi-organisasi lainnya.
Lasswell,  (1970:18)  menyebut Policy sebagai science, hal ini didasarkan bahwa dengan studi kebijakan publik kita dapat mengetahui dan memperoleh pengertian yang mendalam tentang asal-usul, prosedur pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta memahami proses politik dan budaya politik yang berlaku. Sedangkan Dunn (1981:8) memakanainya sebagai analysis, yaitu aktivitas intelektual dan praktis untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses kebijakan. Selain itu, juga sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai  metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

Walaupun pengertian public policy sangat beragam tergantung dari sudut mengartikannya, namun Anderson (1994:67) sependapat dengan Dye (1995:23), yaitu apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu meliputi semua “tindakan” pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Pengertian lebih umum 
Public policy is the relationship of a gevernmental units to its environment “, sesuai dengan pendapat ahli ilmu politik terdahulu lainnya, yaitu Fredrich (1963:45), yang memandang secara umum bahwa “policy as a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilities and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose” (Giroth, 2004:31). 
Selanjutnya digunakan kedua pengertian tersebut, yakni “kebijkan publik adalah apa saja yang dipilih pemerintah untuk melakukan sesuatu” sedangkan yang umum “kebijakan publik adalah hubungan antara suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.
Bronley (1989:32) mengemukakan bahwa terdapat tiga tingkatan dalam proses kebijakan, yaitu policy level, oganizational level dan operational level. Dalam negara demokrasi, tingkat kebijakan policy level dipresentasikan oleh cabang-cabang legislatif dan yudikatif, sedangkan tingkat organisasional dipresentasikan oleh cabang-cabang eksekutif. Dalam tingkatan kebijakan inilah pernyataan-pernyataan umum tentang tujuan diperdebatkan dan pada akhirnya dirumuskan. Implementasi aspirasi-aspirasi ini diselenggarakan melalui pengembangan organisasi-organisasi dan hukum serta peraturan-peraturan yang mendefinisikan bagaimana organisasi-organisasi tersebut beroperasi. Peraturan perundangan yang menghubungkan tingkatan kebijakan kepada tingkatan organisasi disebut sebagai “institutional arrangement”. Tingkatan operasional (operational level) ditentukan di dalam unit-unit yang beroperasi di dalam masyarakat yaitu perusahaan-perusahaan (firms) dan rumah tangga (households) dalam tindakan-tindakan sehari-hari.
Anderson (1994:14) merumuskan tipologi kebijakan publik yang setiap tipologi mempunyai karakteristik, isi dan tujuan. Tipologi tersebut adalah:

1. Kebijakan-kebijakan substantif dan procedural (Substantive and procedural policies)
2. Kebijakan-kebijakan distributif, pengaturan, pengaturan sendiri dan redistributif (distributive, regulatory, self-regulatory and redisfributive policies).
3. Kebijakan-kebijakan material dan simbolis (material and symbolic nolicies)
4. Kebijakan-kebijakan yang mencakup barang-barang kolektif atau barang-barang privat (volicies involving coilective goods or private goods)
5. Kebijakan-kebijakan liberal dan konservatif (liberal and conservatice policies).
Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah. Kebijakan tersebut akhirnya disebut juga dengan kebijakan pemerintah atau negara seperti yang didefinisikan oleh Suradinata (1996:19) sebagai berikut:

Kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik.

Proses kebijakan terdiri dari beberapa langkah yang menurut Tjokroamidjojo (1995:114):

Policy Germination (kebijakan bertunas), Policy Recommendation (tahap rekomendasi), Policy Analysis (penganalisaan kebijakan), Policy Formulation (perumusan kebijakan), Policy Decision (tahap pengambilan keputusan), Policy Implementation (pelaksanaan kebijakan), dan Policy Evaluation (penilaian kebijakan).
Sebuah kebijakan hendaknya dapat tersusun dengan baik sehingga mudah terarah. Kebijakan yang tersusun secara baik tentu memerlukan waktu untuk berkembang dan semestinya tetap memperhatikan hal-hal seperti yang diutarakan oleh Winardi (2001:120) sebagai berikut:

a. Memungkin penafsiran terbuka dan penilaian.
b. Bersifat konsisten dan tidak boleh ada 2 kebijakan yang sailing bertentangan dalam suatu organisasi.
c. Harus sesuai dengan keadaan yang berkembang.
d. Harus membantu pencapaian sasaran dan harus dibantu dengan fakta-fakta yang obyektif.
e. Harus sesuai dengan kondisi-kondisi eksternal.
Perlu tersusun dengan baik, ada pula beberapa faktor yang dapat turut memperbaiki kualitas suatu kebijakan adalah seperti yang disampaikan oleh Tjokroamidjojo (1995:116) sebagai berikut:

a. Jangan didasarkan pada selera seketika (whims) tetapi harus melalui proses yang rasional berdasarkan akal sehat.
b. Penyempurnaan informasi dan sistem informasi bagi analisa dan pembentukan kebijakan.
c. Dikembangkan unified approach dalam perumusan kebijakan.
d. Peka terhadap kebutuhan obyektif masyarakat.
Dasarnya rumusan kebijakan memang harus bersifat obyektif baik sebagai dasar analisisnya maupun kondisi kebutuhan masyarakat atau obyek yang akan terkena dampak dan kebijakan yang akan diambil serta dapat memudahkan penentuan kebijakan untuk mengadakan revisi atau perbaikan, jika ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan obyektif tadi. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wibawa (1992:6) bahwa:
Pendekatan kebijakan ini tekanannya pada pendekatan kelembagaan, yaitu pendekatan pada pengukuran terhadap keberadaan demokrasi tidak hanya melalui ada tidaknya institusi perwakilan dan pemerintah tetapi lebih menekankan pada seberapa jauh fungsi dan lembaga perwakilan itu sendiri.

Studi tentang kebijakan negara sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti parlemen, kepresidenan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik mempunyai kekuatan untuk dapat selalu memaksakan setiap anggota masyarakat agar selalu tunduk dan mengikutinya dan lembaga-lembaga itupun berhak untuk memaksakan kebijakannya.
Istilah kebijakan dan kebijakan banyak terdapat dalam tulisan ini, tetapi keduanya sebenarnya mempunyai arti yang hampir sama, karena ada para ahli yang menggunakan sebagai kebijakan dan yang lainnya mengajukan istilah kebijakan. Kebijakan berasal dari kata wisdom, sedangkan kebijakan terjemahan dari kata Policy. Selanjutnya Edwards III dan Sharkansky (2003:2) juga mendefinisikan kebijakan negara sebagai berikut:

“Is what government say and do, or not do. It is the goals or puposes of governments programs“(adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...).
Kebijakan negara itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.
Selain definisi itu, Easton (1973:129) memberikan arti kebijakan Negara-negara sebagai: “The authorotcitive allocation of velues for the whole society“, bahwa alokasi nilai-nilai adalah dilakukan secara paksa bagi seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya kebijakan negara dapat diartikan juga sebagai kebijakan publik. Karena negara adalah ada untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan, tuntutan, serta harapan dan orang banyak atau publik dan wajib untuk melindunginya. Parker (dalam Sunggono, 1994:22) menyebutkan, membuat suatu daftar tentang berbagai definisi mengenai kebijakan publik yang menurut salah satu definisi tersebut mengemukakan bahwa:

“A particular objective, or set of principles, or course of action, which a government adopts at a given period in relation to some subject or in response to some chsis”. (Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian prinsip, atau tindakan, yang dilakulcan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan beberapa subyek atau sebagai tauggapan lerhadap beberapa krisis).
Beberapa pengertian kebijakan publik seperti tersebut dan dengan mengikuti faham bahwa kebijakan publik itu harus mengabdi kepada kepentingan masyarakat, maka kebijakan negara (public policy) itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pengertian kebijakan negara tersebut mernpunyai implikasi bahwa:

1. Kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
3. Kebijakan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijakan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.
Membuat kebijakan publik, pemerintah harus tetap memperhatikan proses pembuatan kebijakan tersebut, yang mana proses pembuatan kebijakan publik umumnya dipahami terdiri atas serangkaian tahap atau fase. Rangkaian tahap ini tampaknya bersifat linear, dalam kenyataannya mereka justru sebaliknya yakni non linear dan interaktif.
Perwujudan kehidupan ketatanegaraan secara luas dapat dituangkan dalam berbagai bentuk aturan perundangan dan merupakan suatu stratifikasi kebijakan, seperti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden dan sebagainya.
Kebijakan pemerintahan, government policy atau overheids beleid menurut Hoogerwerf (1973:42), diambil oleh lembaga pemerintahan yang diwenangkan untuk itu dan keterlibatan organisasi kemasyarakatan didalamnya yang umumnya tergantung pada tingkat kebijakan, permasalahan dan bentuk perundang-undangan bagi keabsahannya. Secara teknis, proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan metodologi analisis kebijakan publik. Definisi kebijakan publik berdasarkan paparan di atas dapat dirumuskan, sebagai suatu perubaban yang terjadi sebagai akibat dan suatu aktivitas baik yang sederhana, yaitu kebijakan publik mengenai apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Sementara itu dalam proses pembuatan Kebijakan publik, dapat dirinci menjadi 6 (enam) tahapan, sebagaimana dijelaskan oleh Hamdi (1999:3) yaitu:

1. Pendefinisian masalah (policy formulation)
2. Penentuan agenda (agenda setting)
3. Perumusan alternatif kebijakan (policy formulation)
4. Pemilihan alternatif kebijakan (policy adoption)
5. Pelaksanan kebijakan (policy implementation)
6. Penilaian kebijakan (policy evaluation)
Keenam tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik harus dilaksanakan secara berurutan dan setiap tahapan harus benar-benar telah selesai dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi proses penyusunan dan penetapan kebijakan publik tersebut.
Kebijakan publik adalah suatu upaya strategis dalam menggunakan sumber daya yang ada, guna menghilangkan masalah-masalah negara dan pemerintah. Kebijakan publik ini telah membantu para administrator untuk memecahkan masalah-masalah publik.
2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik sebagai Applied Theory
Tahapan yang sangat penting dan strategis dalam proses kebijakan publik adalah berkenaan dengan applied theory, yakni implementasi atau penerapan. Karena dengan mengimplementasikannya dalam kehidupan masyarakat, maka akan dapat diketahui apakah kebijakan itu memberi manfaat kepada masyarakat atau tidak yang dapat diketahui melalui reaksi dan dampak yang diterima atau dialami masyarakat sebagai akibat dari penerapan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, maka sebaik dan sesempurna apapun kebijakan itu disusun dan dirumuskan, namun setelah disyahkan tidak diimplementasikan, maka tidak ada gunanya. Ada beberapa kondisi dan prasyarat tertentu untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.
Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan sebagaimana dikemukakan oleh Udoji dalam Wahab (2002:59) bahwa: The education of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented. Jones (1984:45) merumuskan implementasi sebagai: a process of getting additional resources so as to pgure out what is to be done.
Wibawa (1992:14) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi dan lembaga eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Dari uraian tersebut, maka secara menyeluruh, pada dasarnya implementasi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dirumuskan dan ditetapkan secara bersama-sama oleh lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.
2. Suatu kebijakan, sebaik dan sesempurna apapun, tidak akan ada manfaatnya apabila tidak diimplementasikan.
3. Implementasi kebijakan adalah menerapkan, melaksanakan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan instruksi-instruksi.
4. Implementasi kebijakan adalah apa-apa yang telah dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
5. Implementasi kebijakan meliputi proses rekruitmen, menciptakan unit-unit organisasi, melihat ke depan, mendistribusikan informasi, menganalisa, mengumpulkan data, menandatangani kontrak atau kesepakatan, mengelola keuangan dan negosiasi dengan pihak lain termasuk dengan pihak luar negeri.
6. Implementasi kebijakan memuat tentang berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyakat.

Implementasi kebijakan publik mengandung unsur-unsur sebagai berikut: adanya proses, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya hasil atau manfaat yang dirasakan dari implementasi kebijakan tersebut. Adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan, ditentukan beberapa faktor. Menurut Grindle (1980:8-13) mengatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berhasil-tidaknya proses implementasi kebijakan, yang harus diperhatikan adalah isi kebijakan itu sendiri yang akan memberikan pengaruh terhadap sosial, ekonomi dan politik.

Pressman dan Wildvasky (1978:485) mengatakan bahwa implementasi merupakau proses interaksi antara tujuan dan tindakan (implementation may be viewed as process of interaction between the setting of goals and action geared to achieving them). Sedangkan Grindie (2002:6), mengemukakan bahwa implementasi adalah menghubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah. In general, the task of implementation is to estahlish a link that allows the goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity. It involves, therefore, the creation of a policy delivery system, in which specific means are designed and pursued in the expectation of arriving particular ends.
Pressman dan Wildvasky (1978:485) sebagaimana dikutip Grindle (2002:6) mengatakan bahwa implementasi merupakan proses interaksi antara tujuan dan tindakan (implementation may be viewed as process of interaction between the setting of goals and action geared to achieving them). Sedangkan Grindle mengemukakan bahwa implementasi adalah menghubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah: In general, the task of implementation is to establish a link that allows the goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity. It involves, therefore, the creation of a policy delivery system, in which specific means are designed and pursued in the expectation of arriving particular ends.
Apabila digambarkan, maka proses implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.2
Bagan Proses Implementasi Kebijakan
Model implementasi kebijakan tersebut di atas diperkenalkan oleh Grindle (1980) di mana dalam model ini yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut adalah isi kebijakan dan konteks implementasinya serta kemampuan pelaksana kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah atau keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Model implementasi top down dan bottom up Mazmanian dan Sabatier, yang masing-masing model tersebut memiliki karakter kelebihan dan kelemahan. Menurut pendapat Sabatier (1986:59) mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh model pendekatan top down ini adalah:

1. Pemahaman akan dapat diperoleh, baik mengenai berapa besar pengaruh dan cara kerjanya instrumen-instrumen legal seperti undang-undang dan peraturan pemerintah yang legal lainnya. Pada pendekatan ini memfokuskan perhatian kepada pendukung program yang dianggap sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan.
2. Dapat memberi bantuan dalam melakukan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengetahui pencapaian tujuari-tujuan kebijakan yang telah ditentukan secara legal.
3. Dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan program yang dilaksanakan sehingga aktor yang terlibat dapat menciptakan strategi baru pada saat implementasi kebijakan masih berlangsung.
Sementara itu beberapa kelemahan yang juga dimiliki oleh model top down ini sebagaimana menurut pendapat Sabatier (1986:75) adalah sebagai berikut:

1. Metode yang menggiring para pengikutnya mengasumsikan para decision maker adalah aktor utama, sedangkan lainnya dianggap sebagai penghalang dalam implementasi kebijakan.

2. Penerapan pada lembaga pemerintah yang terlalu banyak akan mengalaini kesulitan, begitu juga terhadap aktor-aktor lain yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan.

3. Strategi yang digunakan oleh kelompok-kelompok bawah dan kelompok sasaran kurang menjadi perhatian.

Selain pendekatan model top down, dikembangkan pula pendekatan model bottom up bahwa analisis yang digunakan pada model bottom up dengan cara mengidentifikasikan jaringan aktor-aktor yang terlibat dalam satu atau lebih dari wilayah loka1 dan mempertanyakan tujuan-tujuan dan hubungan diantara mereka yang terlibat didalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan program pemerintah disamping memfokuskan persoalan pada interaksi yang terjadi diantara berbagai aktor dalam suatu jaringan kebijakan.

Adapun kelebihan dari pendekatan model bottom up ini, sebagaimana menurut pendapat Sabatier (1986:120) adalah sebagai berikut:

1. Akan memperoleh pemahaman yang jelas tentang proses interaksi antara aktor yang terlibat dalam tahap implementasi kebijakan.

2. Mempermudah dalam merealisir pentingnya program pemerintah dalam memecahkan masalah.

3. Dapat memperlihatkan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari program-program pemerintah.
Sementara itu beberapa kelemahan yang juga dimiliki oleh model bottom up ini, sebagaimana menurut pendapat Sabatier (1986:130) adalah sebagai berikut:

1. Fokus perhatiannya pada tujuan-tujuan para aktor sehingga mudah terjebak untuk mengabaikan pengaruh pusat yang mempengaruhi stuktur kelembagaan dimana aktor tersebut beroperasi.

2. Melihat sumber daya para aktor sebagai suatu keputusan kebijakan tanpa adanya upaya penyelidikan tersebut beroperasi.

3. Keterlibatan para aktor sebagai suatu keputusan kebijakan tanpa disertai penjelasan mengenai upaya-upaya sebelumnya yang dilakukan.

4. Tidak mampu menciptakan bangunan teori secara eksplisit didalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan subyektif para aktor.
Berdasarkan gambaran beberapa faktor kelebihan dan kelemahan dan model pendekatan top down dan bottom up tersebut, perlu dipertimbangkan bahwa pendekatan bottom up tidak perlu digunakan untuk mempertimbangkan keterlibatan banyak aktor dalam implementasi kebijakan begitu juga terhadap analisis untuk mengetahui efektifitas program, disamping model pendektan bottom up juga diperuntukkan bagi pemerintah yang memiliki dana dan waktu yang cukup banyak. Sementara model pendekatan top down lebih tepat digunakan terhadap kasus dimana pemerintah bertindak sebagai agen yang dominan dengan analisis kepentingan untuk mengetahui efektiftas program, disamping dapat dipergunakan oleh pemerintah yang memiliki dana dan waktu terbatas.

Daniel Mazmanian dan Sabatier (1983:87) memperkenalkan model yang disebut dengan Kerangka Analisis Implementasi. Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam 3 (tiga) variabel yakni variabel independent, variabel intervening dan variabel dependent. Variabel independent adalah tentang mudah atau tidaknya masalah dikendalikan berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman proyek dan perubahan yang dikehendaki. 

Variabel intervening adalah variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausalitas, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkhi di antara lembaga pelaksana dan keterbukaan pihak luar. Adapun variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi antara lain adalah sosial ekonomi, teknologi. dukungan publik, sikap dan sumber daya konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta kualitas kepeinimpinan dan pejabat pelaksana.

Variabel ke 3 adalah variabel dependent, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan yaitu: 1). Pemahaman dari lembaga pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, 2). Kepatuhan obyek, 3). Hasil nyata, 4). Penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan 5). Revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan. Model ini diaplikasikan dalam banyak studi kasus di Amerika dan Eropa yang menunjukkan kegunaan dan kerangka ini untuk tujuan riset empiris. Aspek utama dalam model implementasi ini adalah gagasan bahwa bagian dari pembuatan kebijakan didalam advocac coalitions, dan aspek mendalam dari sistem koalisi implementasi ini harus menjadi fokus analisis.

Mengetahui apa sebenarnya yang terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dan dirumuskan adalah subyek dari implementasi kebijakan, maka dua sudut pandang dalam studi implementasi yaitu dari sudut pandang ilmu administrasi negara dan dan sudut pandang politik. Dari sudut pandang ilmu administrasi Negara, pada awalnya implementasi hanya dilihat dari semata-semata sebagai pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efesien. Namun pandangan ini semakin tidak populer karena pada saat menjelang Perang Dunia II dan hasil berbagai penelitian adininistrasi negara, ternyata badan-badan adininistratif tidak hanya dipengaruhi oleh perintah atau mandat resmi yang berasal dari badan-badan pemerintah, tetapi juga oleh tekanan-tekanan dari sekelompok kepentingan, intervensi lembaga legislatif, dan oleh berbagai faktor lain didalam lingkungan politik mereka. Sedangkan dari sudut pandang pendekatan sistem terhadap kehidupan politik, ternyata mematahkan perspektif organisasional dan adininistrasi negara, sehingga mulai dipikirkan mengenai masukan yang berasal dari luar bidang adininstrasi negara. Seperti ketentuan kebijakan adininistratif dan 1egislatif yang baru, perubahan-perubahan preferensi publik dan teknologi baru (Mazmanian dan Sabatier, 1983:5).

Adanya dua sudut pandang dalam studi implementasi kebijakan ini juga dikemukakan oleh Ripley (1986: 134-135), bahwa studi implementasi mempunyai dua fokus (inti) pokok yaitu kepatuhan (compliance) dan apa yang terjadi setelah suatu kebijakan setelah dilaksanakan (what‘s happening). Kepatuhan ini muncul dari literatur administrasi publik dan perspektif ini lebih memusatkan perhatiannya pada apakah badan dan individu bawahan mematuhi perintah badan atau individu atasannya Perspektif ini lebih merupakan analisis karakter dan kualitas dari perilaku organisasional. Paling tidak ada dua kekurangan dari perspektif ini, yaitu banyak faktor non-birokrasi yang berpengaruh dan ada program-program yang tidak disusun dengan baik (maldesigned). Sedangkan perspektif yang kedua, yaitu perspektif what‘s happening, sangat berbeda dengan perspektif kepatuhan. Perspektif ini berasumsi adanya banyak faktor yang dapat dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor tersebut utamanya berasal dari lingkungan luar kebijakan.

Berdasarkan kedua perspektif ini, maka kajian terhadap implementasi kebijakan haruslah memperhatikan faktor eksternal dan kebijakan yang diimplementasikan (lingkungan non organisasional non birokrasi), maupun faktor internal. Dengan demikian bahwa kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Untuk mewujudkan standar dan sasaran tersebut, terdapat beberapa variabel penting yang mempengaruhinva, yaitu:                (a) ukuran dan kebijakan, (b) sumber-sumber kebijakan, (c) karakteristik badan atau lembaga pelaksana, (d) komunikasi antar organisasi terkait aktivitas pelaksana, (e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan (f) sikap para pelaksana kebijakan.

Studi implementasi yang dilakukan oleh van Mater dan van Horn (1975) secara khusus menggunakan pendekatan teori organisasi dan menekankan pada faktor manusia dan psikologi yang berpengaruh terhadap perilaku dalam arena implementasi. Analisis dilakukan dengan mengembangkan sebuah model proses impelementasi kebijakan yang didasari oleh enam “cluster variabels” yang memiliki keterkaitan antara kebijakan dan kinerja. Variabel-vaniabel tersebut adalah: 1. Policy, meliputi: standard and objective (standar dan obyektif), Resources (sumber daya), 2. Linkage (hubungan), meliputi inter-organizational conmunication (komunikasi inter-organisasi) and enforcement activities (pelaksanaan aktivitas) characteristics of the implementing agencies (karakteristik agen implementasi), econoinic social, and political condition (kondisi ekonomi, sosial dan politik), dan the disposition of implementor (disposisi atau sikap implementor) dan 3. Performance (kinerja). 
Selanjutnya variabel-variabel di atas digambarkan dalam bentuk model implementasi kebijakan sebagai berikut:
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The Police Implementation Process, A Conceptual Framework,

Menurut Van Mater dan Van Horn, 1975: 463.
Gambar 2.3 Model Proses Implementasi Kebijakan

Selanjutnya model proses implementasi kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Ukuran dan Tujuan

Langkah pertama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dengan menentukan ukuran-ukuran atau indikator yang dapat menilai sejauhmana ukuran tujuan-tujuan kebijakan telah dilaksanakan/direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan menjelaskan keseluruhan tujuan akhir dan keputusan-keputusan yang diambil misalnya, pembukaan lapangan pekerjaan bagi pengangguran oleh pemerintah.
Keberhasilan implementasinya perlu ditentukan jumlah pekerjaan yang telah diciptakan, identitas dan jumlah orang yang dipekerjakan dan sejauhmana perkembangan proyek-proyek yang dikerjakan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran kebijakan, pernyataan para pembuat kebijakan, dokumen-dokumen peraturan yang dijadikan acuan dalam menjalankan kebijakan (juklak/juknis) perlu diperhatikan sebagai landasan penilaian pencapaikan kebijakan.
2. Sumber Daya (sumber-sumber)

Hal penting lain disamping ukuran-ukuran dasar dan sasaran kebijakan yang perlu diperhatikan dalam menunjang keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan adalah menyangkut sumber daya. Sumber daya disini berupa dana atãu perangsang incentive) lain yang dapat memperlancar implementasi kebijakan.
3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran program dan sasaran-sasaran dipahami oleh setiap individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian kebijakan. Pemahaman menyeluruh akan hal-hal di atas, akan memudahkan para individu dalam melakukan komunikasi bagi pencapaian tujuan program kebijakan, komunikasi di dalam organisasi merupakan suatu proses yang komplek dan sulit. Dalam proses penyampaian pesan dari atasan kepada bawahan dalam satu organisasi atau dan satu organisasi ke organisasi lain, sering terjadi distorsi (bias) baik disengaja ataupun tidak disengaja. Oleh karena itu jika sumber informasi berbeda dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda pula akan standar-standar dan sasaran-sasaran kebijakan yang dapat menimbulkan perbedaan pemahaman, dan dalam kondisi seperti ini akan sulit bagi suatu kebijakan mencapai sasaran yang dikehendaki.

Keberhasilan implementasi kebijakan terkait dengan komunikasi antar organisasi disamping diperlukan ketepatan pemahaman dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan sasaran-sasaran tersebut juga diperlukan mekanisme dan prosedur-prosedur yang memungkinkan pejabat atasan dan bawahan dapat melakukan komunikasi secara baik sehingga bawahan dapat bertindak sesuai dengan harapan atasan.

Komunikasi dalam organisasi masih relatif mudah dilakukan karena pimpinan/pejabat organisasi memiliki pengaruh atau kewenangan dalam (a) rekruitmen dan seleksi (b) penugasan dan relokasi (c) kenaikan pangkat, dan (d) pemecatan, namun komunikasi antar organisasi jauh lebih rumit kerena menyangkut kewenangan, lingkup tugas dan tanggung jawab berbeda.

Kaitan dengan hubungan komunikasi antar organisasi, dua bentuk kegiatan dapat dilakukan: pertama bantuan dan nasihat teknis dari pejabat atasan Kedua, pemberian sanksi, positif maupun negatif (dari atasan kedua institusi yang mengimplementasikan kebijakan).
4. Karakteristik Badan Pelaksana

Karena pelaksana kebijakan adalah badan pemerintah, maka lingkup pembahasan pada struktur birokrasi. Di sini struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-.ulang dalam menjalankan kebijakan. Komponen dalam karakteristik badan pelaksana ini terdiri dari struktur formal dan atribut-atribut non formal dan anggota organisasi. Beberapa unsur yang berpengaruh terhadap organisasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan:

a. Besaran dan kompetensi staf pelaksana.

b. Rentang hierarki pengawasan dan sub unit pengambil keputusan dengan pelaksana.

c. Sumber-sumber politik dan badan pelaksana (dukungan legislatif dan eksekutif).

d. Vitalitas organisasi

e. Tingkat keterbukaan komunikasi dalam organisasi pelaksana dan dengan pihak luar.

f. Kaitan formal dan informal dengan badan-badan pembuat kebijakan dan badan pelaksana kebijakan.
5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Dampak dari kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik telah menjadi pusat perhatian selama dasawarsa yang lalu. Sekalipun dampak dari faktor-faktor tersebut memperoleh perhatian kecil pada implementasi berbagai keputusan. namun faktor tersebut mungkin akan berpengaruh besar terhadap pencapaian implementasi kebijakan dari badan-badan pelaksana.

Sebagai ilustrasi, diusulkan oleh van Mater dan van Horn untuk mempertimbangkan beberapa pertanyaan terkait dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi di mana kegiatan organisasi itu dilaksanakan yaitu:

a. Apakah sumber-sumber ekonomi cukup tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan pada organisasi atau wilayah sekitar organisasi pelaksana?

b. Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonorini dan sosial akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan bersangkutan?

c. Apakah para elite mendukung atau menentang implementasi kebijakan?

d. Apakah sifat-sifat anggota organisasi pelaksana atau orang-orang di wilayah tempat kebijakan dilaksanakan mendukung atau menentang implementasi kebijakan dimaksud?

e. Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan (swasta) memobilisasi dukungan atau menentang implementasi kebijkan?
6. Kecenderungan Pelaksana (Sikap Implementasi)

Tiap-tiap unsur model yang telah dibicarakan di atas akan disaring oleh persepsi (pendapat) pelaksana dalam lingkup dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Terdapat tiga macam tanggapan dari para pelaksana yang akan mempengaruhi kemampuan dan keingingan mereka dalam melaksanakan program yaitu kognisi atau pemahaman mereka tentang program, arah tanggapan mereka (menerima, netral dan menolak), dan intensitas dari tanggapan itu (intensitas menerima, netral atau menolak).

Para pelaksana sangat memahami bahwa pemahaman mereka secara umum maupun secara rinci tentang ukuran-ukuran dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh satu kebijakan adalah penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu ketidaktaatan mereka terhadap kebijakan akan berdampak pada kegagalan implementasi dari kebijakan.

Arah dari kecendrungan para pelaksana terhadap ukuran-ukuran dan sasaran-sasaran adalah penting. Para pelaksana akan gagal melaksanakan kebijakan jika mereka menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan, sebaliknya kebijakan tersebut akan mencapai sasaran jika mereka menerirna isi dan kebijakan tersebut. Beberapa. alasan mengapa tujuan suatu kebijakan ditolak oleh para pelaksana yaitu tujuan-tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan bertentangan dengan sistem nilai para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstraorganisasi, mementingkan diri sendiri atau karena lebih menyenangi pola hubungan-hubungan yang telah ada.

Akhirnya intensitas kecendrungan dari para pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang berpikiran negatif mungkin akan menentang secara terbuka tujuan-tujuan dan program, dan jika hal ini terjadi maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan, bawahan pada akhirnya mungkin menolak untuk berperan lebih jauh dalam program tersebut dengan cara mengalihkan perhatian dan mengelak secara sembunyi-sembunyi. Dalam kondisi ini disarankan agar orang melihat peran pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan bagi efektivitas implementasi.

Banyak pakar kebijakan menilai dan keseluruhan siklus kebijakan, implementasi kebijakan, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit. Seperti Grindle (2002:50) misalnya, telah mengantisipasi kesulitan tersebut dan menyatakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Di sini Grindle telah meramalkan, bahwa setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya berasal dari lingkungan (konteks) dimana kebijakan itu akan diimplementasikan. Ide dasar Grindle ini adalah bahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi, maka tindakan implementasi belum tentu berlangsung lancar. Hal ini sangat tergantung pada apa yang disebut implementability.

Implementability suatu kebijakan, menurut Gnindle (2002:8-12) sangat ditentukan oleh isi kebijakan (content of policy) dan konteks kebijakan (context of policy). Isi kebijakan mencakup (a) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (b) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (c) derajat perubahan yang akan diinginkan, (d) kedudukan pembuat kebijakan, (e) siapa pelaksana program, (f) sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan konteks kebijakan mencakup                (a) kekuasaan, kepentingan dan strategy aktor yang terlibat, (b) karakteristik lembaga dan penguasa dan (c) kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan. Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Tinggi rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan Grindle tersebut adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.4
Model Grindle

Mazmanian dan Sabatier (1983: 9-11) melihat implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu (a) karakteristik masalah, menyangkut mudah dan tidaknya masalah dikendalikan (b) struktur manajemen program yang tercerinin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, yaitu menyangkut kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses pelaksanaannya dan (c) faktor-faktor di luar peraturan kebijakan, yaitu menyangkut pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang telah ditetapkan. Kerangkan pemikiran Sabatier dan Mazmanian, menunjukan bahwa suatu kegiatan implementasi kebjakan akan efektif apabila birokrasi pelaksana mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh peraturan pelaksana. Dalam kondisi demikian maka petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana harus benar-benar dipahami oleh petugas pelaksana di lapangan. Oleh karenanya model ini sering disebut sebagai model top-down.

Sementara itu, menurut Lane (1993:91) implementasi dapat dinyatakan dengan formula formal sebagai berikut: (DF 1) Implementation = F (intention, Output, Outcome). Di mana implementasi mengacu kepada rnenghasilkan output dan outcome yang kongruen atau sama (sebangun) dengan maksud awalnya. Dengan demikian implementasi memiliki arti ganda yaitu eksekusi dan fulfil atau penyelesaian. Konsep imlementasi mencakup dua hal pokok yaitu program kebijakan yang kemudian menghasilkan outcomes. Tujuan-tujuan dari kebijakan dirumuskan oleh berbagai aktor dalam proses politik, sehingga definisi implementasi harus mengemukakan aktor-aktor yang terlibat dalam proses yaitu formator dan implementor.
Implementasi memiliki fokus yang berbeda Lane, (1993: 91) yaitu: implementasi sebagai tujuan akhir atau pencapaian kebijakan. Fokus dalam konsep ini adalah evaluasi yaitu menilai (implementation judgment) sampai sejauhmana keberhasilan implementasi dan implementasi sebagai proses atau eksekusi kebijakan yang memberikan fokus pada prosesnya (fungsi sebab akibat).

Beberapa proses kebijakan, implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dan keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan itu sendiri mengandung beberapa makna, sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus Webster (dalam Wahab, 2002: 64) bahwa: “To Implement berarti to provide the means for carying but” yang menekankan bahwa impementasi itu menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Kalau pemandangan ini diikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses untuk melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau Dekrit Presiden).  Hamdi, (1999:14) memberikan penjelasan mengenai makna implementasi tersebut sebagai berikut:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Van Mater dan van Horn (1975:65) secara konsepsial memberi rumusan atau batasan tentang implementasi kebijakan sebagai berikut:

“those action by publics ar private individuals (or groups,) that are directea at the achievement objectives et forth n prior policy decisions” (tindakap-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).
Pandangan itu memberi pemahaman bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu, dengan demikian yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah suatu tindakan seperti tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukan.

Prinsip dasar di atas menegaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan suatu program dalam bentuk spesifik dan nyata. Hal tersebut menuntut proses dan keserasian interaksi antara rencana tujuan dan kegiatan untuk melaksanakannya. Perhatian utama dalam implementasi kebijakan yaitu keserasian dan sinergi antara berbagai kegiatan dengan tujuan organisasi. Lebih lanjut pandangan van Mater dan van Horn (1975:471), menjelaskan bahwa:

Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objecttves set forth in prior policy decisions. This inciuds both one time effort to transform decision into operational terms, as well as continuing effort to achieve the large and small changes mandated by policy decisions.
Definisi tersebut menegaskan bahwa implementasi kebijakan memberikan arah bagi kegiatan-kegiatan publik maupun individu atau kelompok untuk mengarahkan kegiatan dalam menentukan prioritas suatu keputusan, didalamnya termasuk transformasi kebijakan kepada operasional, untuk melaksanakan mandat yang luas maupun sempit dari pengambil kebijakan.

Implementasi merupakan arah kerja bagi badan atau organisasi yang mengarahkan pengambilan keputusan sesuai dengan prioritas termasuk mentransformasikan keputusan ke dalam operasional. Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan kompas berbagai kegiatan, mana yang bisa dan urgen untuk dijalankan. implementasi juga diartikan sebagai kemampuan dalam mengelola dan bersifat adininistrasi. Rod Hogue, Martin Harrop dan Shaun Breslin, (1993 :403) menjelaskan bahwa:
Implementations are putt ng the policy into practices. The main achievement of policy analysis to directs attention to problems of implementations. Conventional political science generally stopped at the point where a government took a decision. Putting rhe policy into practice was regarded as a technical matter of adininistration.

Implementasi adalah membawa kebijakan ke tataran praktis. Ilmu politik konvensional umumnya membatasi masalah ini pada keputusan yang diambil pemerintah saja. Membawa kebijakan pada tataran praktis yang pada akhirnya menghasilkan suatu teknis adininstrasi. Implementasi kebijakan membawa kebijakan pada tataran praktis pada kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Ilmu politik dahulu membatasi masalah ini pada keputusan pemerintahan saja. Penerapan kebijakan pada tataran praktis harus menguasai pengetahuan yang baik tentang masalah administrasi.

Pendapat di atas mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan perwujudan dari yang bersifat abstrak ke dalam realita, dengan kata lain, kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat, apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan pemerintah yang masih bersifat abstrak kedalam realita sesuai dengan kondisi masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil outcome yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target group).
Tataran teknis dan sistematis pada tingkat implementasi kebijakan, memerlukan dua cara. Pertama, implementasi kebijakan pola top-bottomer (dari atas ke bawah) dan implementasi kebijakan dari bawah ke atas (bottom-upper), dan kedua, menggunakan pola paksa (command and control) dan mekanisme kebijakan pasar (economic incentive).

Pandangan pakar ini juga memberi pemahaman bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanva menvangkut tindakan atau perilaku institusi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran. Sebagaimana dikonsepsikan sebelumnya, bahwa keberhasilan dalam implementasi kebijakan ini juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi (PEST) yang langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat. Akhimya proses tersebut dapat menimbulkan dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

 Mazmanian dan Sabatier (1983:68-69) yang merumuskan proses implementasi kebijakan publik dengan lebih rinci, sebagai berikut:

“implementation is the cariying out of a basic policy decision, usualy lncorporate in a statue but which can also take form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed stipulates the objective(s) to be persued, and in a variety of ways, ‘atructures’ the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impacts-both intended and unintended-of those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and finally, important revisions (or attemted revisions) in the basic statute” (Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan, sasaran yang ingin dicapai dari berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya dawa1i dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pe1aksanan keputusan oleh badan (instansi) dan oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oeh badap-badan yan mengambil keputusan, dan akhimya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undangi peraturan yang bersangkutan).

Pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana. Suatu program kebijaksanaan publik meilputi penyusunan acara tetentu dan tindakan yang harus dijalankan, misalnya dalam bentuk tata cara yang harus ditaati atau diikuti dalam implementasinya, patokan yang harus diadakan pada keputusan pelaksanaan atau proyek yang konkret yang akan dan hendak dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu, bahwa program tersebut telah menjadi bagian dari kebijaksanaan publik yang akan di implementasikan.

Menurut Wahab (2002:56) pelaksanaan kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran saja melainkan lebih dari itu. Ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik tergantung pada: (a) ketepatan kebijakan itu sendiri,                               (b) konsistensi dan efektivitas pelaksanaannya; dan (c) terjadi tidaknya perkembangan di luar prakiraan. Pelaksanaan berbagai kebijakan adalah sama penting bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Berbagai kebijakan akan tetap menjadi mimpi blue print file jackers jika tidak dilaksanakan.

Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang pemerintahan yang terendah. Di samping itu, setiap pelaksanaan kebijaksanaan masih memer1ukan pembentukan kebijaksanaan dalam wujud peraturan perundang-undangann lainnya. Dalam implementasi kebijakan publik biasanya akan terkait dengan aktor pelaksana dalam berbagai kedudukan dan peran. Para pelaksana kebijakan adalah para aktor yang satu dengan yang lainnya yang dibebankan dengan penggunaan sarana. Organisasi pelaksana meliputi keseluruhan para aktor pelaksana dan pembagian tugas masing-masing. Implementasi kebijakan publik sangat penting untuk memberikan perhatian yang khusus kepada peran dan kelompok-kelompok kepentingann (interest groups) yang bertindak sebagai wakil pelaksanaan atau sebagai objek kebijaksanaar Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu kebijakan publik maka para pelaksana kebijasanaan sebenarnya dihadapkan pada dua masalah yaitu yang berkaitan dengan lingkungan dan administrasi program.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu seperti daya tanggap (resvosiveness). Jadi idealnya, lembaga-lembaga publik harus selalu tanggap terhadap perkembangan dan kebutuhan dan pihak-pihak yang membutuhkan atau yang akan menerima manfaat program. Daya tanggap tersebut dapat berarti bahwa tujuan kebijaksanaan publik tidak tercapai karena adanya campur tangan individu atau kelompok yang sama.

Selanjutnya van Mater dan van Horn (1975:99) juga mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan sebagai berikut:

“A policy is certainly confirms certain standards and targets to be achieved by implementing the policy, the policy is basically a performance assessment of the level of achievement of standards and objectives”. Suatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pendapat dari Rue dan Byars  (1995:1) mengemukakan bahwa secara lebih sederhana lagi, kinerja (performance) merupakan tingkat pencapaian hasil atau the degree of accomplishment. Di samping itu perlu untuk mengetahui ada beberapa indikator dan kinerja yang digunakan untuk menilai suatu derajat pencapaian standar serta apa yang menjadi sasaran dari suatu kebijakan, yang menjelaskan bahwa kegiatan itu melangkah dari tingkat kebijakan yang masih berupa suatu dokumen berbentuk peraturan menuju penentuan standar spesifik dan konkrit dalam menilai kinerja program. Dengan adanya standar dan sasaran tersebut, maka dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan dari setiap program yang telah dicanangkan.

Berdasarkan pada kedua pandangan itu, maka dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan adininistrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasanan melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (intendend) maupun yang tidak diharapkan (spillover negative efièct). Dalam implementasi kebijakan. Sunggono (1994:140) mengemukakan bahwa:

Sangat penting untuk memberikan perhatian yang lebih khusus kepada peran dari kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang bertindak sebagai wakil dari pelaksanaan atau obyek kebijaksanaan. Kelompok-kelompok ini sering memainkan peranan yang sangat penting bukan saja pada waktu implementasinya. Pandangan-pandangan mereka terhadap suatu kebijaksanaan publik yang akan diimplementasikan, atau komunikasi mereka dengan masa pendukungnya tentang suatu kebijaksanaan publik, mempunyai arti yang penting lagi cara partisipasi para pelaksana dan obyek kebijaksanaan (warga masyarakat) di dalam imlementasi kebijaksanaan.

Demikian dalam rangka pencapaian tujuan dalam suatu kebijaksanaan publik, para pelaksana kebijaksanaan dihadapkan pada dua permasalahan, yaitu yang berkait dengan “lingkungan interaksi program dan administrasi program”. Untuk itu, para pelaksana pertama-tama harus memusatkan perhatian pada problematik bagaimana mencapai konsistensi tujuan kebijaksanaan yang telah ditetapkan misalnya mereka harus berusaha untuk mendapatkan dukungan dari para elit politik, atau dari pihak-pihak yang diharapkan menerima manfaat dari program tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya para pelaksana tersebut harus mampu mengubah sikap menentang dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya suatu program, menjadi sikap yang menerima terhadapnya. serta mereka harus tetap waspada terhadap pihak-pihak yang merasa diabaikan oleh program tersebut akan tetapi tetap bersikeras untuk turut memperoleh manfaatnya, khususnva terhadap usaha yang mungkm mereka lakukan untuk menghambatnya.
Implementasi kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut mengenai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana. Secara umum, terdapat beberapa keadaan yang perlu dipertimbangkan dalam mengupayakan keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh  Hamdi, (1999:5) sebagai berikut :
1. Implementasi perlu didasarkan pada suatu teori yang tepat dalam menghubungkan peruhahan dalam perilaku target dengan pencapaian tujuan kebijakan.

2. Adanya kejelasan arah dan struktural kebijakan.

3. Adanya keterampilan teknis dan manejerial yang memadai di unit-unit kerja yang melaksanakan kebijakan.

4. Adanya dukungan-dukungan yang tepat dari partisipasi terkait.

5. Hubungan dan konflik antara berbagai partisipan jangan sampai mengurangi dan meniadakan pentingnya arti kebijakan yang dilaksanakan.

Sedangkan menurut Cheema dan Rondinelli faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi keberhsilan suatu implementasi kebijakan dikelompokan dalam lima bagian yaitu: kondisi lingkungan dimana kebijakan itu akan diiaksanakan (environmental conditior), hubungan dalam organisasi (inter-organizational relationship), kemampuan dalam pelaksanaan (resorces for program implementation), karakteristik lembaga pelaksana (characteristic of implementing agency), dan pengaruh pelaksanaan (performance and impact,). Lebih lanjut tentang implementasi kebijakan dijelaskan Cheema & Rondonelli, (1983:26) sebagai berikut:

Implementation is the executing or cartying out of program or project amea at achieving specific policy objectives. Implementation has defined is a process of interaction between the setting of goal and actions geared to achieving them. A variety of political, social, behaviorial, economical and organizational factors influence the degree to which they achieve their intended goals.
Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa implementasi adalah eksekusi (pelaksanaan) suatu program atau proyk sebagai bentuk kebijakan yang lebih spesifik. Implementasi kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses interaksi antara. seperangkat tujuan dan kegiatan tertentu untuk rnencapai tujuan. Berbagai keadaan politik, sosial, sikap, ekonomi dan organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Stillman (1988:376) menjelaskan beherapa definisi implementasi, yang dikutip berdasarkan bidang kajian tertentu, yaitu:

1. Implementation as a linear process (Van Meter and Van Horn, 1975): Implementasi tersusun atas 6 variabel yaitu: standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi dan aktivitas antar organisasi, karakteristik agen-agen implementasi, kondisi ekonomi, sosial dan politik, sikap atau kornitmen dan pelaksana.

2. Implementation as politics of mutual adapatation (McLaughin, 1975), Dukungan politik dari atas adalah kunci keberhasilan dan kegagalan implementasi program.

3. Implementation as Gamesmanship (Berdoch, 1977); Implementasi berarti mempelajari aturan main, merumuskan taktik dan strategi mengontrol aliran komunikasi;

4. Implementation as a circular policy leadership process (Nakamura and Smallwood, 1980); Imolementasi berhubungan dengan kepemimpinan, di mana kepemimpinan penting untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tuiuan;

5. Implementation as contingency theory (Ernest, 1985); Implementasi merupakan proses interaktif yang terus menerus dengan lingkungan, stimulus, kebijakan, program dan outcomes.

Mengukur terhadap pengaruh implementasi kebijakan publik menggunakan model Edward III (1978:10-11) yang terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu: Communication, Resources, Dispositions and Bureacratic Structure (Komunikasi, Sumberdaya, Sikap dan Struktur Birokrasi) yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut.

1. Komunikasi

Menurut Edward III  (2003:1-2) terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu: kejelasan, transmisi, konsistensi. Substansi kebijakan harus dipahami oleh para pelaksana dengan sebaik-baiknya. Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, akurat dan konsisten, Karena kalau dalam menyampaikan isi kebijakan tidak jelas dan tidak akurat akan berakibat pada penafsiran yang salah terhadap isi kebijakan tersebut atau bahkan bisa bertentangan.

Transmisi menyangkut penyaluran atau penyampaian informasi di antara sesama implementor tentang pemahaman mereka akan keterkaitan antara keputusan yang dibuat dengan aturan pelaksanaan yang dikeluarkan sehingga terjadi kesalahpahaman tentang keputusan yang dikeluarkan. Dalam praktek sering timbul hambatan dalam mentransmisikan perintah implementasi disebabkan perbedaan pendapat antar para pelaksana dan struktur birokrasi yang ketat dan hieraki yang cenderung mendistorsikan informasi serta persepsi yang selektif dan ketidakpatuhan para pelaksana memenuhi berbagai persyarakat kebijakan.

Kejelasan yaitu jelasnya petunjuk pelaksana maupun kejelasan pesan komunikasi yang disampaikan. Hal ini penting agar kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Ketidakjelasan petunjuk pelaksana maupun pesan komunikasi yang disampaikan akan menimbulkan interpretasi yang keliru bahkan mungkin bertentangan dengan makna sesungguhnya dari petunjuk dan pesan komunikasi yang pada gilirannya menimbulkan penyimpangan yang fatal dalam implementasi di lapangan.

Sedangkan konsistensi menyangkut kepastian dan kejelasan perintah yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana. Artinya bahwa perintah-perintah yang diterima oleh pelaksana tidak boleh bertentangan satu sama lain, sehingga tidak membingungkan pelaksana. Tidak konsistennya perintah dapat mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang bertentangan dengan maksud sesungguhnya dari suatu implementasi kebijakan.

Agar unsur komunikasi dalam proses implementasi kebijakan tersebut dapat efektif, Edward III menyarankan agar dikembangkan saluran-saluran komunikasi untuk meneruskan perintah-penntah Implementasi. Semakin baik saluran komunikasi yang tersedia maka akan semakin tinggi probabilitas perintah-perintah diteruskan secara benar dan semakin tinggi probabilitas kebijakan tersebut dipaharni oleh para pelaksana.
Edward III juga mengemukakan ada 6 faktor terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan: 1). Kompleksitas kebijakan publik, 2). Keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, 3). Kurangnva konsensus mengenai tuiuan-tujuan kebijakan, 4). Masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, 5). Menghindari suatu pertanggungjawaban kebijakan, dan                6). Sifat pembuatan kebijakan.

Penanggungjawab pelaksanaan kebijakan harus mengkomunikasikan isi kebijakan tersebut kepada para pelaksana. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan tujuan yang jelas agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Perintah-perintah impleinentasi kebijakan yang tidak ditransmisikan dan yang terdistorsi dalam transmisi atau kabur atau tidak konsisten, mendatangkan hambatan-hambatan serius dalam implementasi kebijakan.

Hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi adalah: 1) Pertentangan pendapat antar pelaksana dengan peirintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, 2). Informasi yang melewati berlapis-lapis hierarchi birokrasi, 3). Komunikasi dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Di samping diinformasikan kepada implementor, kebijakan juga harus diinformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Widodo (2001:200) menyatakan bahwa “dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya saja kepada pelaksana (implementor) tapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tadi. Karenanya, dimensi komunikasi mencakup transparansi kebijakan, kejelasan dan konsistensi. Dimensi trarisformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan tersebut.

2. Sumber daya

Sumberdaya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan penting bagi implementasi kebijakan. Oleh sebab itu perlu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang ahli, yang relevan dengan tugas-tugasnya. Edward III (2003:75) mengatakan “resources are critical to effective policy implementation without them, policies that eist on paper are not the same policies that carried out in practices“. Demikian pentingnya pengaruh sumber daya terhadap implementasi. Tanpa sumber daya, apa yang ada tertulis di atas kertas tidak akan sama dengan policy yang dijalankan. Adapun sumber daya penting dalam implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Widodo (2001:202) adalah staf, dana, informasi, kewenangan dan fasilitas, sebagaimana diuraikan berikut ini:

a) Staff

Staf merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Setiap tenaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan harus memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Di samping itu, kelayakan jumlah staf yang dibutuhkan dengan keahlian yang dimiliki harus dapat mendukung terlaksananya implementasi kebijakan. Jumlah staf yang banyak tidak menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, sebaliknya jumlah staf yang sedikit belum tentu implementasi kebijakan tidak efektif.

b) Dana

Dana merupakan sumber daya yang sangat penting untuk membiayai operasionalisasi kebijakan. Tanpa dana yang memadai maka implementasi kebijakan jelas tidak akan berhasil dengan baik, namun demikian dana bukan satu-satunya sumber daya yang menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan.

c) Informasi

Informasi merupakan sumber daya yang cukup penting dalam implementasi kebijakan, terutama bagi kebijakan-kebijakan baru, karena penetapan dan implementasi kebijakan jelas memerlukan informasi yang terkait tentang bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan tersebut serta bagaimana menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan tepat waktu.

d) Kewenangan

Kewenangan atau wewenang merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan. Wewenang dapat dalam bentuk kekuasaan, hak melakukan sesuatu, menggunakan kekuatan dan tanggung jawab. Wewenang akan berbeda-beda dan satu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk, dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku, misalnya hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan, mengajukan masalah-masalah ke pengadilan, mengeluarkan perintah kepada para pejabat, menyediakan dana, mencari dana, memungut pajak, pembelian barang dan lain-lain.

Salah satu kewenangan yang dianggap cukup efektif adalah kewenangan untuk menerapkan sanksi bagi yang melanggar. karena dengan menerapkan sanksi merupakan Carã untuk mendorong agar implementasi dijalankan sesuai dengan yang seharusnya.

e) Fasilitas

Fasilitas fisik dapat merupakan sumber daya penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Fasilitas yang memadai akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara efektif. Namun apabila tidak tersedia fasilitas yang rnemadai, maka implementasi kebijakan akan tertunda atau bahkan tidak dapat dilaksanakan. Edward III dalam Tangkilisan (2003:83) menyatakan bahwa implementor mungkin memiliki staf yang cukup, mungkin memahami apa yang ia duga harus dikerjakan, mungkin memiliki otoritas untuk mengamalkan tugasnya, namun tanpa bangunan, peralatan, persediaan dan lain-lain, implementasi kebijakan tidak akan berhasil.
3. Sikap atau Disposisi

Implementasi kebijakan, tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. Edward III (1980:53) mengatakan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Implementasi kebijakan jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keterampilan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga sebaliknya, apabila sikap-sikap dan perspektif implementor berbeda dan pembuatan keputusan, maka proses melaksanakan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi kebijakan bila para implementor benar-benar tidak setuju dengan substansi suatu kebijakan. Kadang-kadang implementasi dihambat oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks, seperti bila para pelaksana menangguhkan pelaksanaan suatu kebijakan.
Disposisi para implementor sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana dikatakan oleh Widodo (2001:204) bahwa: “intensitas disposisi para implementor dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi kepada implementor akan bisa menyebabkan gagalnya Implementasi Kebjakan”.

Disamping itu, para pelaksana harus memahami atau mengetahui apa yang harus dikerjakan, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Untuk itu ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam disposisi ini yaitu:

a) Pengangkatan birokrat haruslah orang-orang yang merniliki kompetensi. integritas dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan.

b) Insentif, karena pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka diperlukan manipulasi insentif agar dapat bertindak sesuai harapan pembuat kebijakan yaitu dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu sehingga mendorong para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan perintah dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi menurut Edward III merupakan unsur keempat yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Birokrasi merupakan Lembaga yang menjadi pelaksana kebijakan. Mereka juga berada dalam lembaga-lembaga non pemerintah lain dan bukan hanya dalam struktur Pemerintahan saja. Ndraha (2003:519) menyatakan bahwa “Birokrasi terdapat di semua bidang kehidupan dan diperlukan oleh setiap organisasi formal baik publik maupun privat”.

Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi yaitu Standar Operasi Prosedur (SOP) dan fragmentasi:

a) Standar Operasional Prosedur berasal dari dalam (internal) organisasi. SOP berisi standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang cocok untuk organisasi yang relatif tidak menghadapi perubahan drastis, namun akan sulit menyesuaikan diri terhadap organisasi yang menghendaki perubahan cara-cara dari yang lazim dilakukan. Dengan kata lain, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personel baru untuk mengimplementasikan kebijakan.

b) Fragmentasi berasal dan luar atau eksternal organisasi. Tanggung jawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata menyatu pada satu instansi melainkan menyebar pada berbagai organisasi. Untuk kesuksesan suatu kebijakan memerlukan koordinasi di antara organisasi yang terlibat, akan tetapi senng masing-masing organisasi mempertahankan eksistensi sendiri atau ego sektoral sehingga menyulitkan pelaksanaan koordiriasi. Di samping itu, berbagai kelompok kepentingan seperti partai politik dan organisasi kernasyarakatan rnempunyai penganih dalam mendorong fragmentasi. Semakin banyak aktor dari badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan terentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu Kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil.

Fragmentasi menimbuikan pandangan-pandangan yang sempit dan banyak lembaga birokrasi, oleh karena itu konsekuensinya akan merugikan implementasi kebijakan, antara lain: pertama, tidak ada satu organisasi yang bertanggungjawab penuh atas suatu fungsi pekerjaan tertentu karena tanggung jawab tersebut terbagi pada beberapa organisasi. Di samping itu, masing-masing organisasi mempunyai yurisdiksi terbatas atas suatu bidang pekerjaan dan kedua, organisasi yang berpandangan sempit akan menghambat perubahan, apalagi bila organisasi itu memiliki fleksibilitas yang rendah kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Faktor-faktor tersebut saling pengaruh mempengaruhi, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi implemetitasi kebijakan. Selanjutnva model implementasi kebijakan dari Edward III dapat digambarkan sebagai berikut:


Sumber: Implementing Public Policy, Edward III, 2003:148
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Model Implementasi Kebijakan Edward III
Beberapa model implementasi kebijakan di atas menunjukkan bahwa tidak ada variabel tunggal dalam suatu kegiatan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik menyangkut kebijakan yang diimplementasikan, pelaksana kebijakan, maupun lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan (kelompok sasaran).

Peranan pemerintah dalam proses implementasi kebijakan antara lain pertama, kebijakan langsung, yaitu mengimplementasikan langsung berbagai keputusan, ketentuan dan aturan, kedua, kebijakan tidak langsungg yaitu pemerintah hanya mengeluarkan aturan tertentu yang dapat mempengaruhi prilaku atau tindakan masyarakat; dan ketiga adalah kebijakan campuran, yaitu perpaduan antara kedua kebijakan tersebut. Sedangkan syarat implementasi kebijakan yang baik antara lain: a) kondisi ekstenal yang dihadapi oleh badan pelaksana,                   b) tersedia waktu dan sumber yang memadai, c) perpaduan sumber yang diperlukan, d) didasarkan pada hubungan kausalitas, e) hubungan ketergantungan harus kecil, f) hubungan kausalitas harus langsung, g) pemahaman yang mendalam tentang tujuan, h) tugas yang dirinci ditempatkan dalam urutan yang tepat, i) komunikasi dari koordinasi yang sempuma, dan j) pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Hogwood dan Gunn, l994: 209).

Merse dalam Sunggono (1994:10) menyatakan terdapat 4 (empat) faktor penting yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Faktor Informasi; informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman, visi, misi dan kebijakan yang dirumuskan.

2. Isi kebijakan; isi kebijakan harus jelas dan tegas dan mengandung muatan-muatan politik yang mengkoordinir kepentingan seluruh stakeholders.

3. Dukungan; dukungan dalam hal ini berupa dukungan fisik maupun non fisik. Apabila dalam pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit dilaksanakan. Dukungan masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program.

4. Pembagian Potensi; pada dasarnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik pihak pemerintah. swasta maupun masyarakat luas. Koordinasi diperlukan karena merupakan titik sentral dan keberhasilan suatu kebijakan.

Keempat faktor tersebut di atas yang paling berperan dalam keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan adalah dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam membuatan kebijakan publik yang nantinya akan memberikan efek langsung maupun tidak langsung merupakan tuntutan mendasar dari proses demokratisasi.

Salah satu elemen partisipasi dalam implementasi kebijakan publik adalah pelayanan. Dalam pelayanan publik, keterlibatan masyarakat haruslah dimaknai secara keseluruhan mulai dari proses perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi. Parasuraman, et.al (1985:47) mengatakan dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu expective service atau pelayanan yang diharapkan dan perceived service atau pelayanan yang diterima. Pada umumnya kualitas pelayanan pemerintah berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan masyarakat.

Konteks good governance, implementasi kebijakan membutuhkan kesiapan sumber daya untuk mendukungnya. Dalam pelayanan pemerintah, Parasuraman (1985:118) mengemukakan bahwa masyarakat melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan pemerintah melalui dimensi-dimensi:

1. Tangible: yaitu fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi;

2. Emphaty; yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan rnemahami kebutuhan masyarakat;

3. Responsiveness; yaitu keinginan pemerintah untuk membantu masyarakat dan memberikan pelayanan dengan tanggap;

4. Reliability; yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, kehandalan yang memuaskan;

5. Assurance; yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sikap yang dapat dipercaya yang dimiliki pemerintah (bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan).

Karakteristik implementasi kebijakan pemerintah dalam bidang pelayanan sebagian besar bersifat monopoli sehingga tidak menghadapi permasalahan persaingan pasar menjadi lemah sehingga pelayanan yang diberikan kurang berkualitas. Ada beberapa model implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka desentralisasi yaitu model traditional bureaucratic authority, ciri model ini adalah pertama, pemerintah bergerak dalam tiga faktor yaitu penyediaan barang dan layanan publik lebih banyak dilakukan oleh sektor publik (strong public sector), kedua, peran pemerintah sangat kuat (strong government sector) karena memiliki cakupan fungsi yang luas, mode operasi yang bersifat mengarahkan, ketiga, pengambilan keputusan dalam pemerintah lebih menekankan pada demokrasi perwakilan (representative democracy).

Mengkaji tentang implementasi kebijakan publik, Edward III  (2003:2) menyatakan dengan tegas bahwa:

“Implementing a public policy, it may include a variety of actions by issuing and using indicators. appreciate the grant, sign contracts, collect data, distributing information, analyze problems and recruit personnel allocated, creating organizational units, propose alternatives, plan for the future and negotiate personally with citizens, businesses, interest groups, legislative committees, unit-unit bureaucracy, and even to other countries.” Mengimplementasikan suatu kebijakan publik, mungkin meliputi berbagai tindakan dengan mengeluarkan dan menggunakan indikator. menghargai hibah, menandatangani kontrak, mengumpulkan data, mendistribusikan informasi, menganalisis berbagai masalah mengalokasikan dan merekrut personalia, menciptakan unit-unit organisasi, mengusulkan berbagai alternatif, merencanakan masa depan dan bernegosiasi dengan warga secara pribadi, bisnis, kelompok kepentingan, komite legislatif, unit-unit birokrasi, dan bahkan dengan negara lainnya.
Mengacu kepada uraian tersebut di atas, maka dalam implementasi kebijakan terdapat langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara bertahap meliputi proses administrasi, pendanaan, penyiapan sumber daya, sistem informasi, rekruitmen dan negosiasi dengan berbagai pihak termasuk pihak-pihak lain yang memiliki jaringan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan.
2.1.5 Pengertian dan Visi Otonomi Daerah
Otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Enzyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self sufficiency of social body and its actual independence. Sedangkan dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah dapatlah dilihat dalam dua variabel yang terdiri dari self government dan the condition of living under one’s own laws (Koesoemahatmadja 1973:18). Dua hal inilah yang dapat dikatakan sebagai ciri hakikat dan pemahaman konsep otonorni daerah. Pengertian Otonomi daerah juga telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa Otonomi daerah sebagai hak. wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Konsep otonomi daerah tidaklah dapat dilepaskan dari suatu sistem yang disebut dengan desentralisasi. Dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada daerah diharapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu daerah dapatlah tecapai. Hal ini sangatlah beralasan karena hanya masyarakat atau penduduk setempatlah yang dapat memenuhi hak dan kebutuhan mereka karena mereka pulalah yang mengetahui pokok permasalahan dan situasi yang berkembang di wilayah tempat mereka berada sehingga untuk kebaikan mereka konsep dan peraturan mengenai Otonomi daerah ini diberlakukan.
Kaitannya dengan hukum dan politik, otonomi daerah berarti self- government atau the condition of living under one’s lows. Jadi otonomi darah adalah daerah yang memiliki legal self-sufficiency yang bersifat self-government yang diatur dan diurus oleh own laws. Karena itu, otonorni lebih menitikberatkan aspirasi daripada kondisi. Otonomi daerah juga mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kemandirian, bukan berarti kesendirian, bukan pula sendiri-sendiri karena tetap bhineka tunggal ika, melainkan untuk memecahkan masalah-masalah daerahnya sendiri tidak selalu menggantungkan diri kepada pemerintahan pusat.
Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan Daerah. Adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Dengan demikian, otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah: penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri. Dalam makna otonomi ini daerah ditantang untuk secara kreatif menemukan soiusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi. Karena itu, dalam rangka otonorni daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas kepemimpinan yang kuat dan pernerintah, dengan keleluasaan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah. Agar dapat mengelola hak, kewenangan dan kewajiban mengurus kepentingan daerah sendiri secara mandiri dimaksud, mutlak diperlukan arahan visi, misi. tujuan dan sasaran yang jelas tentang konsep otonomi daerah itu sendiri.
Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama politik, ekonomi, serta social dan budaya. Di bidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dan kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya pemimpin pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsive dan responsibel terhadap kepentingan masayarakat luas, dan memelihara mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Demokratisasi pemerintahan juga berarti transparansi kebijakan.
Artinya. untuk setiap kebijakan yang diambil, harus selalu jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos yang harus disiapkan, siapa yang bertanggung jawab jika kebijakan itu gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang kompetitif. serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.
Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian. otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.
Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial di antara kelompok yang ada dalam masyarakat serta wajib memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif tehadap kemampuan masyarakat merespons dinamika kehidupan di sekitamva.
Berdasarkan berbagai pengertian dasar dan visi otonomi daerah yang demikian. maka makna hakiki otonomi daerah sesungguhnya yang dikenal dalam sistem pemerintahan kita selama ini adalah sebagai berikut:
1. Otonomi sebagi hak (reward, diakui, dilindungi). Definisi ini merupakan respons terhadap sistem pemerintahan kolonial dan kemudian sebagai ungkapan kondisi hubungan antara pusat dan daerah. Isi kebijakannya sentralistik, sebagaimana ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah sejak tahun 1945 sampai tahun 1974 melalui UU Nomor 5 Tahun 1974.
2. Otonomi sebagai kewenangan (birokratissasi dan kewajiban), guna memperkuat posisi pusat terhadap daerah, melanjutukan birokratisasi pemerintahan dan dengan dalih demokrasi, menjadikan daerah sebagai tempat sampah semua urusan yang sarat konflik dan tidak mendatangkan sumber pendapatan sehingga meringankan beban pemerintah pusat. Batasan ini menjiwai kebijakan otonomi daerah dalam UU No.22 Tahun 1999 dan 25 Tahun 1999.
3. Otonomi sebagai kesanggupan (pemberdayaan dan demokratisasi). Inilah otonomi sebagai proses pembelajaran. Maryarakat otonom dalam batas-batas kemampuan atau kesanggupannya. Pembelajaran dilakukan secara bertahap, demokratik, se1ektif kondisional, tidak seragam dan tidak serentak. Karena itu, otonomi sama sekali bukan untuk meringankan beban atau tanggung jawab pemerintah pusat atas daerah. Otonomi bukan pula proses pemerataan KKN ke daerah-daerah, melainkan pemberdavaan daerah untuk mengelola sumber-sumber yang ada dengan efektif dan efisien serta mendistribusikannya demi perbaikan kualitas hidup masyarakat. Makna yang demikian sebagian kecil sudah diakomodasi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Otonomi daerah yang perlu dikembangkan ke depan adalah otonomi daerah sebagai kesanggupan stake holder pemerintahan daerah untuk mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan bertanggung jawab demi peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga terwujudlah daerah otonom yang berdaya dan mandiri.
2.1.6 Otonomi Daerah sebagai Problem dalam Kebijakan Publik

2.1.6.1 Konsep Desentralisasi

Berbagai referensi yang membahas tentang desentralisasi, terdapat pemikiran bahwa otonomi daerah adalah merupakan konsekuensi dan salah satu varian dari desentralisasi. Rondinelli secara berani menyatakan bahwa dalam praktek desentralisasi memiliki empat varian yakni dekonsentrasi. delegasi. devolusi dan privatisasi. Pakar ini mengulas bagaimana kekuasaan (kewenangan) yang ada pada Pemerintah dikelola dalam rangka memberikan pelayanan (services) kepada masyarakat. Dalam konteks ini maka apabila kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu oleh Pemerintah diserahkan kepada pejabat pusat maka konsep itu dimaknai sebagai dekonsentrasi. Sebaliknya apabila kewenangan itu diserahkan kepada daerah otonom maka konsep itu dimaknai sebagai devolusi yang konsekuensinya akan ada otonomi daerah. Di samping itu untuk hal-hal tertentu kewenangan itu diberikan kepada badan atau lembaga tertentu untuk mengelolanya (seperti listrik diberikan kewenangan kepada PLN, pertambangan kepada Pertamina dan sebagainya) dan konsep ini dimaknai sebagai delegasi. Sedangkan varian yang keempat adalah manakala kewenangan itu diserahkan kepada swasta untuk mengelolanya. maka konsepnya dimaknai sebagai privatisasi. 
Pelajaran penting yang dapat ditarik dari konsepsi tentang desentralisasi seperti itu adalah, bahwa hal terpenting yang ditonjolkan adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat agar jebih baik.
Terkait dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa eksistensi Pemerintah Daerah dengan Otonomi-nya merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya kebijakan desentralisasi (devolusi). Tentu kebijakan ini dipilih dan diterapkan dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai. Dan dimensi politik menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik dalam rangka mengembangkan demokratisasi. Pemberian otonomi dan pembentukan institusi Pemda akan mencegah terjadinya sentralisasi dan mencegah kecenderungan sentrifugal dalam bentuk pemisahan diri. Adanya institusi Pemda akan mengajarkan kepada masyarakat untuk menciptakan kesadaran membayar pajak dan sekaligus memposisikan Pemda untuk rnempertanggungjawabkan pemakaian pajak rakyat tersebut.
Sementara itu dari dimensi administratif berarti mengisyaratkan Pemda untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dan ekonomis dalam rnelaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pemda dituntut untuk bertindak hemat dalam memakai uang masyarakat pembayar pajak. Ini artinya Pemda yang boros akan kehilangan legitimasi politik dari warga masyarakat pembayar pajak. Sedangkan dari dimensi ekonomi, dengan otonomi daerah maka kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah diwujudkan.
Konteks Indonesia, maka sesuai amanat konstitusi negara, Indonesia adalah “Eenheidstaat” sehingga di dalam Iingkungannya tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat staat juga. ini berarti bahwa pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di indonesia memiliki ciri-ciri:
a. Daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal.
b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam pembentukan Daerah Otonom dan penyerahan atau pengakuan atas wewenang pemerintahan di bidang tertentu untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang tertentu pula.
c. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom sebagai badan hukum publik. Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanyalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi Pemerintah dan tidak mencakup urusan yang menjadi kompetensi Lembaga Negara Tertinggi dan/atau Lembaga Tinggi Negara Iainnya.

Persebaran urusan pemerintahan ini memiliki dua prinsip pokok, yaitu:
a. Selalu terdapat urusan pemerintahan yang secara absolut tidak dapat diserahkan kepada Daerah karena menyangkut kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan
b. Tidak ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya dapat diserahkan kepada Daerah. Bagian-bagian urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah hanyalah yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat. ini berarti ada bagian-bagian dari urusan pemerintahan tertentu yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, ada bagian-bagian yang diselenggarakan oleh Provinsi dan bahkan ada juga yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
Mengingat urusan pemerintahan bersifat dinamik maka dalam penyebarannya selalu mengalami perubahan dari masa ke masa, sehingga untuk menjamin kepastian, perubahan-perubahan tersebut perlu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu selalu ada dinamika intergovernmental task sharing (pembagian tugas urusan pemerintahan) antara pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Pengalaman negara-negara lain terdapat dua pola besar dalam merumuskan pembagian urusan. yakni (1) pola general competence (otonomi luas) dan (2) pola ultra vires (otonomi terbatas). Dalam pola otonomi luas dirumuskan bahwa urusan-urusan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersifat limitative dan sisanya (urusan residu) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam pola otonomi terbatas adalah urusan-urusan Daerah yang ditentukan secara limitatif dan sisanya menjadi kewenangan Pusat.
2.1.6.2 Perkembangan Peraturan tentang Otonomi Daerah di Indonesia

“Kelahiran” otonomi daerah di Indonesia tidak dapat di lepaskan dangan bergulirnya Era Reformasi di penghujung era 90-an, selepas memburuknya Rezim Orde Baru yang berkuasa lebih dari tiga dasawarsa lamanya. Orde Baru melanjutkan sistem yang telah di warisinya sejak berdirinya negeri ini lebih dari 30 tahun silam, mengelola negara secara sentralistik dari Aceh (Nangroe Aceh Darussalam) hingga Papua (dulu Irian Jaya). Namun, krisis ekonomi yang bermula dan tahun 1977. selain menurunkan rejim yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun, juga telah mengubah sistem pengelolaan negara dari sentralisasi menjadi desentralisasi.
Otonomi daerah. meski dalam pelaksanaannva harus berjalan tertatih-tatih dan menghadapi banyak rintangan, sebenarnya memiliki payung hukum yang jelas. Terdapat dua undang-undang yang memayungi otonorni daerah, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (di sahkan 7 Mei 1999), serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (di sahkan 19 Mei 1999). Kedua undang-undang yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah ini lahir atas amanah Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998. Kedua undang-undang tersebut lahir secara tidak langsung melanjutkan semangat pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, yang mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah Indonesia.
Undang-undang tersebut, Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk “mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan”. Sedangkan yang di maksud dengan Daerah Otonom adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Penjelasan tentang daerah otonom ini tertuang dalam pasal 1 (huruf h dan 1) UU Nomor 22 Tahun 1999.
Sementara itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan ‘13) secara tegas menyatakan “kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain”. Menurut pasal-pasal yang sama pula di jelaskan bahwa kewenangan yang bukan menjadi wewenang daerah otonom meliputi bidang kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Dalam pandangan banyak orang, aturan yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut belum jelas dan belum tegas mengatur kewenangan yang sebenarnya di berikan kepada daerah.
Sejak reformasi kita telah mengalami perubahan peraturan dan perundang undangan pemerintahan daerah sebanyak 4 kali. Dan perubahan UU 5/74, menjadi UU 22/1999 Januari 2001. UU ini berganti lagi pada bulan Oktober 2004 dengan disyahkannya UU 32/2004. Belum genap setahun muncullah PP 6/2005 pada bulan Februari 2005. Sebulan kemudian ia diamandernen oleh MK pada bulan Maret 2005 atas usulan para politikus. Pada H min 30 dan pelaksanaan pilkada langsung upaya pemerintah akan mengubahnya lagi melalui rancangan Perpu (yang akan terbit 1-3 tiga bulan mendatang).
2.1.6.3 Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah
Melihat filosofis diberlakukannya otonomi daerah, seperti tertuang Tap MPR Nomor XV/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi daerah, ditegaskan betapa pentingnya menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, termasuk pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam Kerangka NKRI.
Lebih jauh di tegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, dalam hal ini di tingkatan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasamya memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas KKN.
Implementasi kebijakan Otonomi daerah merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujan otonomi dengan sasaran tertentu dan dalam waktu tertentu (Partadinata, 2002: 96). Dengan demikian proses implementasi kebijakan dapat dimulai jika tujuan-tujuan dan sasaran-sasarannya telah ditetapkan terlebih dahulu.
Implementasi kebijakan Otonorni Daerah meliputi berbagai aspek diantaranya hubungan antara Pusat dan Daerah, bentuk dan struktur pemerintahan daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pihak ketiga. Selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun dilakukan implementasi kebijakan Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah timbul beberapa permasalahan sebagai ekses pelaksanaannya.
2.1.6.4 Hambatan Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah
Hambatan terhadap Implementasi Kebijakan Otonomi daerah dapatlah dilihat dari dua hal mendasar yakni : internal dan juga eksternal. Secara internal dapatlah dilihat pada sistem birokrasi pemerintah daerah dan bila dilihat dari ruang lingkup eksternal maka ditemukan bahwa interaksi dan komunikasi yang tidak tepat dan kondusif antara lembaga pemegang kekuasaan daerah dapatlah dikatakan sebagai hambatan yang muncul dari sisi luar kehidupan pemerintahan daerah.
Kebijakan Otonomi daerah yang lahir dari sebuah respon dan tuntutan akan semangat reformasi politik dan penolakan terhadap pemerintahan masa lalu yang sifatnya sentralistik dapatlah dijadikan sebagai suatu solusi dalam menjawab problematika bidang-bidang kehidupan yang cenderung mengarah pada disintegrasi bangsa. Sebagai suatu konsep perubahan, otonomi daerah janganlah sepenuhnya dilihat sebagai instrumen yang menjamin akan tercapainya kesejahteraan sosial (social welfare) di setiap daerah yang ada di negeri ini, melainkan dilihat sebagai suatu proses yang harus di cermati dan diaktualisasikan bersama oleh setiap kelompok (group) yang ada dan terjalin dalam suatu solidaritas dan mengedepankan kepentingan umum untuk mendapat manfaat bersama.
Gon dan Rez (2007:213) mengemukakan bahwa ada tiga unsur penting dalam proses implementasi penerapan kebijakan otonomi daerah yaitu:

a) “The program or policy implemented in its efforts to implement regional autonomy policy implementation. A plan or action plan (program) there must be a first. Plan activities (programs) that is a part of the results of the formulation and assessment undertaken by policy makers. But it should be noted here that the measures taken must be based on people's will and aspirations are not forgotten by them” Adanya program atau kebijaksanaan yang dilaksanakan dalam usahanya untuk mengimplementasikan penerapan kebijakan Otonomi daerah. Suatu rancangan ataupun rencana kegiatan (program) haruslah ada terlebih dahulu. Rencana kegiatan (program) yang ada merupakan bagian dari hasil perumusan dan pengkajian yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Tetapi perlu diperhatikan disini bahwa kebijakan yang diambil haruslah didasarkan pada kehendak masyarakat dan tidaklah melupakan aspirasi yang mereka sampaikan.
b) “Target groups targeted communities and are expected to receive benefits from the program. The thing that is meant here is the concern (care) is carried out by executives at the local level in view of the issues and problems that are hot and thrive in society”.Target kelompok yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program. Adapun hal yang dimaksudkan disini adalah adanya kepedulian yang dilakukan oleh para eksekutif di tingkat daerah dalam melihat isu dan permasalahan yang sedang hangat dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
c) “Elements executor (implementor) either organizations or individuals should be responsible for obtaining execution and monitoring of the implementation process”.Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan harus bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berjalannya suatu konsep Otonomi daerah tidaklah hanya dilihat dari kekuasaan yang berjalan dan masyarakat yang tunduk pada kekuasaan tersebut. Kedua hal tersebut memang adalah komponen penting dalam menentukan keberhasilan dari otonomi daerah yang dijalankan, tetapi kedua hal tersebut akanlah menjadi sia-sia apabila tidak adanya unsur ketiga yang disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab yang dipercayakan pada penguasa daerah dan keberfungsian sistem birokrasi yang terdapat di dalam wilayah kekuasaan haruslah ada. Dengan merencanakan dan mengaktualisasikan suatu program ataupun kegiatan, pemerintah daerah haruslah memiliki rasa tanggung jawab yang benar-benar melekat di dalam diri mereka. Adanya rasa tanggung jawab itulah yang nantinya dapat dijadikan sebagai bentuk kesetiaan terhadap publik dalam melayani dan mengayomi masyarakat yang pada dasarnya merupakan komunitas penerima layanan (recipient community) yang akan merespon setiap langkah yang diambil pemerintah daerah selaku pemberi layanan (service provider).
Grindle 2002;99) mengemukakan hahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil outcomes tergantung pada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup, disamping dipengaruhi oleh dua factor:

Pertama, content of policy; terdiri dari interest affected, type ofbenefits, extent of change envisioned, site of decision making, program implementators and resources committed. Kedua, context of implementation; terdiri dari power, interst, and strategies of actors involved, institution and regime characteristic, compliance and responsiveness

Sedangkan Rondinelli dan Cheema (2002: 101) ada empat factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang sekaligus disarankan sebagai variable bebas yakni “environmental condition, interorganizational relationships, available resources and characteristic of implementing agencies”.
Environmental conditions tercakup berbagai factor seperti struktur politik nasional, proses perumusan kebijakan, infrastruktur politik dan suprastruktur politik di tingkat local, sosiasi budaya dan berbagai organisasi kepentingan, serta tersedianya sarana dan prasarana fisik. Mengenai variabel kedua yaitu interorganizational relationship mencakup kejelasan dan konsistensi tujuan program otonomi daerah, alokasi fungsi yang tepat, efektivitas perencanaan, anggaran dan prosedur implementasi, kualitas komunikasi antara organsisasi dan efektivitas hubungan antar organisasi. Kemudian variabel ketiga yaitu available resources mencakup kontrol dana, kecukupan anggaran, ketersediaan anggaran, dukungan elit politik nasional, dukungan elit politik local dan dukungan birokrasi pusat.
Kemudian Rondinelli dan Cheema (2002) dalam Partadinata (2002;104) menyatakan bahwa hasil implementasi kebijakan otonomi daerah sangat tergantung pada hubungan keempat variabel tadi dan dampaknya dapat diukur rnelalui tiga hal;

a) Tercapainya tujuan kebijakan desentralisasi yang berwujud implementasi otonomi daerah
b) Meningkatnya kemampuan lembaga pemerintah daerah dalam hal perencanaan, mobilisasi sumber daya dan implementasi.
c) Meningkatnya produktivitas, pendapatan daerah, pelayanan terhadap masyarakat, dan partisapasi aktif dari masyarakat melalui penyaluran inspirasi dan aspirasi rakyat.

Jika dibanding dengan pandangan Grindle yang lebih menitikberatkan kepada proses pencapaian tujuan kebijakan, Rondinlli dan Cheema (dalam partadinata, 2002: 104) lebih menekankan pada substansi factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang cocok dengan kasus di Indonesia. Karena itu konsep yang diajukan Rondinelli dan Cheema Partadinata (2002;105) digunakan sebagai acuan dalam menganalisis kebijakan implementasi otonomi daerah.
Implementasi kebijakan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sebagaimana telah dijelaskan di awal. Menurut Partadinata (2002;105) dalam mencapai tujuan yang optimal ada lima variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan otonomi daerah, yakni isi kebijakan, konteks pelaksanaan, hubungan antar organisasi, dukungan sumberdaya dalam proses implementasi kebijakan otonomi daerah serta karakteristik pelaksana (implementor) dari kebijakan otonomi daerah.
2.1.7 Distribusi Urusan Pemerintahan Antar Tingkat Pemerintahan

Amandemen UUD 1945 pasal 17 dan pasal 18 istilah baku yang dipakai adalah ‘urusan pemerintahan’ bukan ‘kewenangan’.

Kriteria-kriterianya:
1. Eksternalitas (Spill-over)

Yang terkena dampak adalah yang paling berwenang mengurus.
2. Akuntabilitas

Berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)

3. Efisiensi

· Otonomi daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy.
· Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic scale) pelayanan publik
· Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchement area) yang optimal
Pembagian Urusannya:

1. Pusat : berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, money, supervisi, fasilitas, dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternlitas nasional.

2. Provinsi : berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas kabupaten / kota).

3. Kabupaten / Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan eksternalitas regional (dalam satu kabupaten/kota)
2.1.8 Pengertian Kompetensi
Menggali pengertian mengenai kompetensi tidak dapat dilepaskan dari riset yang dilakukan oleh Boyatzis. Istilah competency dan competencies dijelaskan oleh Boyatzis (1982:89) sebagai: “An underlying characteristic of an employee (i.e., a motive, trait, skill, aspects of one’s self image. Social role, or a body of knowlwdge) which results in effective and/or superior performance”. (Boyatzis, 1982).

Definisi ini sebetulnya diikuti Boyatzis dengan persetujuan Klemp, sebagai ahli yang lebih dahulu mengerjakan riset kompetensi (Wood dan Payne, 1997: 24). Boyatzis menegaskan bahwa kompetensi merupakan aspek nyata dari manusia. Keunggulan Boyatzis dari pendahulunya adalah keinginannya yang besar untuk membangun konsep ini menjadi lebih kaya dan rinci. 

Definisi tersebut diulang oleh Spencer dan Spencer (1993: 9) dalam usaha untuk menjelaskan modal kinerja yang superior berbasis kompetensi. Spencer dan Spencer mengutip demikian:“A competency is an underlying characteristic of an individual that is casually related to criterion-refernced effective and/or superior performance in a job situation”.(Spencer & Spencer, 1993: 9).
Memperjelas makna definisi tersebut, Spencer dan Spencer menguraikan kata demi kata. Pertama, Underlying characteristic bermakna kompetensi adalah sesuatu yang berada di dalam (fairly deep) dan merupakan bagian yang paling lama bertahan di dalam kepribadian seseorang dan dapat memprediksi perilaku dalam berbagai macam situasi dan berbagai tugas. Kedua, causality related bermakna bahwa kompetensi memprediksi perilaku dan kinerja. Terakhir, criterion-refferenced bermakna bahwa kompetensi sebetulnya memprediksi siapa mengerjakan dengan baik atau dengan sangat buruk yang diukur dengan kriteria-kriteria khusus atau standar tertentu.

Berkaitan dengan pemahaman mengenai kompetensi sebagai underlying characteristic seseorang, Spencer dan Spencer menyebutkan ada lima jenis karakteristik kompetensi. Kelimanya adalah : (1) motives, (2) traits, (3) self-concept, (4) knowledge, dan (5) skill. Pengertian masing-masing karakteristik tersebut dijelaskan oleh Spencer dan Spencer (1993: 9-11), sebagai berikut:

1. Motives The things a person consistently things about or wants that cause action. Motives “drive, direct, and select” behavior toward certain actions or goals and away from others.

2. Traits. Physical characteristic and consistent responces to situations or information.

3. Self concept. A person’s attitudes, values, or self-image.

4. Knowledge. Information a person has in specific content areas.

5. Skill. The ability to perform a certain physical or mental task.

Lima karakteristik kompetensi tersebut dapat diterjemahkan dengan penjelasan sebagai berikut ini. Motives, sesuatu secara konsisten dipikirkan yang menyebebkan seseorang bertindak. Motives mampu menggerakan, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju kepada tindakan tertentu atau kepada tujuan. Orang-orang yang termotivasi untuk mencapai sesuatu secara konsisten membuat sasaran yang menantang untuk dirinya sendiri, bertanggungjawab untuk menyelesaikannya, dan menggunakan umpan balik untuk melakukannya dengan lebih baik. Traits. Merupakan karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan informasi. Spencer dan Spencer mencontohkan karakteristik ini dengan pilot pesawat tempur yang memiliki reaksi waktu dan penglihatan yang baik. Begitu pula dengan kompleksnya mengontrol emosi sendiri dan berinisiatif sebagai bentuk respon-respon yang harus konsisten pada setiap situasi.

Self-concept. Karakteristik ini menitikberatkan pada sikap-sikap seseorang, nilai-nilai yang dianut/dipegang, atau citra diri. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri akan membuat orang tersebut efektif di hampir situasi apapun. Knowledge. Karakteristik ini merupakan kompetensi yang kompleks. Knowledge  menginformasikan bahwa seseorang memiliki kadar pada bidang-bidang khusus. Misalnya, pengetahuan ahli bedah terhadap syaraf dan otot di dalam tubuh manusia. Spencer dan Spencer menegaskan bahwa skor-skor tes pengetahuan sering gagal untuk memprediksikan  kinerja karena skor-skor tersebut gagal untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan yang sebenarnya digunakan dalam bekerja. Skill. Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas fisik tertentu atau berhubungan dengan tugas-tugas memerlukan fikiran. Contoh dari karakteristik ini adalah  keterampilan dokter gigi dalam menambal gigi tanpa merusak syaraf-syaraf gigi; kemampuan programmer computer untuk mengorganisir 50.000 baris kode dalam barisan logika.

Menurut Spencer & Spencer, motif (motives) meliputi (1) Orientasi pada pencapaian tugas (achievement orientation), (2) Dampak dan pengaruh (impact and influence), impact and influence ini mencerminkan niat untuk mendekati, meyakinkan, mempengaruhi, atau membuat terkesan orang lain, agar mereka mendukung agenda tertentu atau mereka menjadi terpengaruh.

Sifat (Traits), meliputi (1) Inisiatif (initiative), (2) Bekerjasama dengan tim (Teamwork and cooperation), (3) Membangun kebersamaan (Developing others). Developing others, berupa kemauan untuk mengembangkan orang lain. Esensi dari kompetensi ini terletak pada kemauan serius untuk mengembangkan orang lain dan dampaknya ketimbang sebuah peran formal. Bisa mengirim orang ke program training secara rutin untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dan perusahaan. Cara lain adalah dengan bekerja untuk mengembangkan para kolega, klien, bahkan atasan. Teamwork and cooperation berarti kemauan sungguh-sungguh untuk bekerja sacara kooperatif dengan pihak lain, menjadi bagian dari sebuah tim, bekerja bersama sehingga menjadi lebih kompetitif.

Konsep diri (Self concept), meliputi (1) percaya diri (Self confidence), (2) Kontrol diri (Self control). Self control adalah kemauan untuk menjaga emosi dan meredam aksi negatif ketika sedang marah, tatkala berhadapan dengan oposisi atau tindakan kasar dari orang lain, atau saat bekerja dalam kondisi strees. Self control lebih sering ditemukan pada jabatan manajerial level bawah dan posisi contributor individual dengan tingkat stress tinggi. Self control jarang disebut-sebut untuk level manajer ke atas. Self convidence adalah sebuah komponen dari kebanyakan model dari orang-orang berkinerja superior.

Pengetahuan (Knowledge), meliputi (1) Senantiasa mencari informasi (information seeking), (2) Keahlian teknis (Technical expertise), Technical/professional/manajerial expertise termasuk pengetahuan terkait pada pekerjaan (bisa teknikal, professional, atau manajerial), dan juga motivasi untuk memperluas, memanfaatkan, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut.

Keterampilan (Skill), meliputi (1) Berfikir analisis (Analytical thinking), (2) Berfikir konseptual (Conceptual thinking). Analytical thinking adalah kemampuan memahami situasi dengan merincinya menjadi bagian-bagian kecil, atau melihat implikasi sebuah situasi secara rinci. Pada initinya, kompetensi ini memungkinkan seseorang berfikir secara analitis atau sistematis terhadap sesuatu yang komplek.   

Conceptual thinking adalah memahami sebuah situasi atau masalah dengan menempatkan setiap bagian menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan gambar yang lebih besar. Termasuk kemampuan mengidentifikasi pola atau hubungan antar situasi yang tidak secara jelas terkait; mengidentifikasi isu mendasar atau kunci dalam situasi yang kompleks. Conceptual thinking bersifat kreatif, konsepsional, atau induktif.

Spencer & Spencer (1993: 159) mengidentifikasikan kompetensi pekerja sebagai karakter sikap dan perilaku atau kemampuan pekerja yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi situasi di tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan kontekstual.

Kompetensi generik pekerja dari Tjakraatmadja, 2002: 62) dijabarkan dalam tiga variabel kompetensi yaitu kompetensi intelektual, kompetensi emosional dan kompetensi sosial. Masing-masing variabel tersebut kemudian dijabarkan dalam dimensi-dimensi perilaku kerja yang lebih terukur sebagai berikut:
1. Kompetensi intelektual

Karakter, sikap, dan perilaku atau kemauan dan kemampuan intelektual pekerja (dapat berupa pengetahuan, keterampilan, pengetahuan profesional, pemahaman kontekstual, dll) yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi berbagai permasalahan di tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, koseo diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan kontesktualnya. Kompetensi intelektual pekerja terinternalisasi dalam bentuk delapan dimensi kompetensi generik yang menggambarkan sikap, perilaku, atau kemampuan pekerja sebagai berikut:

a. Kemampuan berprestasi: Sikap dan perilaku pekerja untuk berusaha untuk mencapai performansi (prestasi kerja) terbaik, dengan menetapkan tujuan yang menantang serta menggunakan cara yang lebih baik secara terus menerus.

b. Manajemen kerja: Sikap dan perilaku pekerja untuk meningkatkan kejelasan kerja , dengan menetapkan rencana tindakan yang sistematis dan mampu memastikan pencapaian tujuan berdasarkan data informasi yang akurat.

c. Kemampuan inisiatif: Perilaku pekerja untuk bertindak melebihi yang dituntut pekerjaan atau sifat pengetahuan atas hal-hal yang baru, dengan mengevaluasi, menseleksi, dan melaksanakan berbagai metode dan strategi untuk meningkatkan performansi kerja.

d. Penguasaan informasi: Sikap dan perilaku pekerja untuk meningkatkan kualitas keputusan dan tindakan berdasarkan informasi yang handal dan akurat serta berdasarkan pengalaman dan pengetahuan atas kondisi lingkungannya (konteks permasalahan).
e. Bersifat analisis: perilaku/kemampuan pekerja untuk memahami situasi dengan cara menguraikan permasalahan menjadi komponen-komponen yang lebih rinci serta menganalisis permasalahan secara sistematis/bertahap berdasarkan pendekatan logis.

f. Berpikir konseptual: Perilaku/kemampuan pekerja untuk memahami dan memandang suatu permasalah sebagai suatu kesatuan mencakup kemampuan untuk memahami akar permasalahan atau pola keterkaitan komponen masalah yang bersifat abstrak (kualitatif) secara sistematik.
g. Keahlian praktikal: Sikap dan perilaku pekerja untuk menguasai pengetahuan eksplisit, berupa keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan dan kemauan untuk memperbaiki serta mengembangkan diri.

h. Kemampuan berkomunikasi:  Perilaku/kemampuan pekerja untuk menyampaikan pemikiran dan gagasan secara lisan atau tulisan, untuk kemudian mendiskusikan atau didialogkan sehingga terbentuk kesamaan persepsi.

2. Kompetensi emosional
Karakter sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk menguasai diri dan memahami lingkungan secara objektif dan moralis, karena pola emosional yang relative stabil ketika menghadapi berbagai tekanan permasalahan di tempat kerja, yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas mental/emosiona.  Kapasitas emosional pekerja terinternalisasi dalam bentuk enam disiplin sikap dan perilaku sebagai berikut, (Spencer & Spencer, 1993):

1. “Understanding attitude: Attitudes and behaviors of workers to be able to understand, to listen and respond to the things that are not said to others, may be an understanding of the thoughts and feelings as well as the advantages and limitations of others “ Sikap pengertian: Sikap dan perilaku pekerja untuk mampu memahami, mendengarkan dan menanggapi bahwa hal-hal yang tidak dikatakan orang lain, dapat berupa pemahaman atas pemikiran dan perasaan maupun kelebihan dan keterbatasan orang lain;

2. “Concern for customer satisfaction: the attitudes and behaviors of workers to care and be able to help members and service to customers both internal and external customers” Kepedulian terhadap kepuasaan pelanggan: SIkap dan perilaku pekerja untuk peduli dan mampu member bantuan dan pelayanan baik kepada pelanggan internal maupun pelanggan eksternal;

3. “Self-control: Behavioral / workers' ability to control emotions and achievement in the face of pressure, so it is not a negative action in any situation” Pengendalian diri: Perilaku/kemampuan pekerja untuk mengendalikan prestasi dan emosi diri pada saat menghadapi tekanan, sehingga tidak melakukan tindakan yang negative dalam situasi apapun;
4. “Confident: Attitudes and beliefs of workers in completing a task with no hesitation to menunujkan self-image, the expertise, the ability to maintain positive attitudes and behavior” Percaya diri: Sikap dan keyakinan perkerja dalam menyelesaikan suatu tugas dengan tidak ragu-ragu untuk menunujkan citra diri, keahlian,kemampuan untuk mempertahankan sikap dan perilaku positif;

5. “Adaptability: Attitudes and behavior / ability of workers to meyesuaikan epektif yourself and work on a variety of situations and be able to see the benefits or opportunities of the attitudes and situations change” Kemampuan beradaptasi: Sikap dan perilaku/kemampuan pekerja untuk meyesuaikan diri dan bekerja secara epektif pada berbagai situasi dan mampu melihat manfaat atau peluang dari sikap dan perubahan situasi;

6. “Commitment in organizations: Attitudes and behavior of workers to carry out the organization's vision alignment personal vision, then step up to the job with the needs, priorities and goals of the organization as a whole” Komitmen pada organisasi: Sikap dan perilaku pekerja untuk melakukan penyelarasan visi pribadi visi organisasi, kemudian meningkatkan diri pada pekerjaan dengan kebutuhan, prioritas maupun tujuan organisasi secara keseluruhan.

3. Kompetensi sosial 
Karakter sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan membangun simpul-simpul kerjasama, cerdas yang hangat dan akrab dengan orang lain atau kelompok lain, ada berbagai situasi permasalahan di tempat kerja, yang terbentuk dari sinergi atau watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan sosial. Kompetensi sosial pekerja terinternalisasi dalam bentuk tujuh disiplin (sikap dan perilaku) sebagai berikut (Spencer & Spencer, 1993:178):

1. “Influence and impact: The ability of workers to persuade and influence others effectively and openly willing to share their knowledge, thoughts and ideas, either individually or in a group so that other workers would support the idea / ideas presented” Pengaruh dan dampak: Kemampuan pekerja untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain secara efektif dan terbuka mau berbagi pengetahuan, pemikiran dan ide-ide, baik secara perorangan atau dalam kelompok agar pekerja lain mau mendukung gagasan/ide yang disampaikan;
2. “Organize awareness: the ability of workers to understand the connection or relationship between the position of his influence with the formal authority comprehensively, both within their own organizations or with parties eksterbal organization” Kesadaran berorganisasi: kemampuan pekerja untuk memahami keterkaitan atau hubungan pengaruh antara posisi dirinya dengan kekuasaan formal secara komprehensif, baik didalam organisasi sendiri maupun dengan pihak-pihak eksterbal organisasi;

3. “Establishing working relationships: Attitudes and behaviors of workers to be able to build and maintain a network of cooperation (personal and reciprocal relationship) to keep warm and familiar” Membangun hubungan kerja: Sikap dan perilaku pekerja untuk mampu membangun dan memelihara jaringan kerja sama (hubungan pribadi dan timbale balik) agar tetap hangat dan akrab;

4. “Developing others: Attitudes and behavior of subordinate workers to improve their skills or others, with membarikan constructive feedback based on specific facts and membarikan training, monitoring, or a member authorized to empower and increase participation” Mengembangkan orang lain: Sikap dan perilaku pekerja untuk meningkatkan keahlian bawahan atau orang lain, dengan membarikan umpan balik yang membangun berdasarkan fakta yang spesifik serta membarikan pelatihan, monitoring, atau member wewenang untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasinya;

5. “Directing subordinates: Attitudes and behaviors of workers to be willing and able to govern, influence and direct subordinates, by implementing strategies and appropriate interpersonal relationships, so that they would achieve its intended purpose” Mengarahkan bawahan: Sikap dan perilaku pekerja untuk mau dan mampu memerintah, mempengaruhi dan mengarahkan bawahan, dengan melaksanakan strategi dan hubungan interpersonal yang tepat, agar mereka mau mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

6. “Teamwork: Attitudes and behavior of workers to be willing and able to cooperate with others in a cooperative, which means being part of a team, to achieve solutions that benefit all parties” Kerjasama tim: Sikap dan perilaku pekerja untuk mau dan mampu bekerjasama dengan orang lain secara kooperatif, menjadi bagian yang berarti dari suatu tim, untuk mencapai solusi yang bermanfaat bagi semua pihak;

7. “Leadership group: Attitudes and behavior of workers to be able to act as a group leader and to become role models for the members of the group they lead”  Kepemimpinan kelompok: Sikap dan perilaku pekerja untuk mampu berperan sebagai pemimpin kelompok dan mampu menjadi tauladan bagi anggota kelompok yang dipimpinnya.

Uraian di atas member makna yang lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan kompetensi. Masih menurut Spencer & Spencer (1993: 11), sebenarnya jenis atau tingkatan kompetensi memiliki implikasi praktis bagi perencanaan sumber daya manusia. Sebuah model yang disebut The Iceberg Model dapat membantu menjelaskan keberadaan kelima karakteristik kompetensi tersebut (lihat gambar):
Sumber: Spencer & Spencer (1993: 11)
Gambar 2.6
Titik Pusat dan Permukaan Kompetensi

The Iceberg Model
Kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang berada di permukaan atau diatas garis air relative mudah untuk dikembangkan, seperti dengan pelatihan. Sebaliknya kompetensi-kompetensi motif dasar dan traits yang berada di bagian bawah dan kepribadian lebih sulit untuk dinilai dan dibangun, sehingga perlu pertimbangan yang seksama untuk memilih karakteristik-karakteristik ini.

Penjelasan selanjutnya mengenai causal relationship menegaskan bahwa kompetensi-kompetensi motive,traits, dan self concept mampu memprediksi perilaku-perilaku yang menampilkan skill seseorang dan pada gilirannya dapat memprediksi kinerja bagus. Kompetensi menurut Spencer & Spencer selalu menyertakan niat, yaitu dorongan motive atau traits yang menyebabkan seseorang bertindak menuju hasil akhir. Terakhir, criterion referenced merupakan definisi kompetensi yang penting. Mengapa dianggap sedemikian penting, karena karakteristik saja bukanlah kompetensi kecuali kompetensi mampu memprediksi suatu yang berarti dunia nyata. Dalam mengevaluasi kinerja personalia organisasi, penggunaan karakteristik ijazah jika tidak membuat perbedaan bukanlah kompetensi. Ada beberapa criteria yang digunakan dalam studi terkait kompetensi: (1) superior performance, ini berhubungan dengan tingkat pencapaian tertinggi yang diraih seseorang dibandingkan dengan personil lain yang kinerjanya rata-rata dan (2) effective performance, diartikan sebagai tingkat kinerja minimal yang dapat diterima, dibawah ini tidak dapat dianggap kompeten untuk melaksanakan pekerjaan.
Lebih lanjut Spencer & Spencer membagi kompetensi sesuai dengan tujuannya:

1. Essential Competencies, serve as the foundation of kwowledge and skills needed by everyone. These can be developed through training and relatively easy to identivy.
2. differentiatingCompetencies, distinguish superior performance from overage performance. These include self concepts, traits and motives and although hard to depelop, can determine long term success on the job. With a valid competency-development methodology, one can define, measure and reward these competencies.
3. Strategic competencies include those that “core” competencies of the organization. These tend to focus on organizational capability and include competencies that create a competitive advantage (e. g., innovation, speed, service, technology)
Selanjutnya menurut Spencer & Spencer (1993: 343-345) mengatakan bahwa untuk menghadapi tantangan baru di masa depan dan bentuk-bentuk organisasi yang baru yang akan kita hadapi, maka dapat diidentifikasi beberapa pokok pikiran tentang kompetensi yang perlu dimilki orang pada tingkat eksekutif, manajer, dan karyawan. 
Model kompetensi bagi eksekutif puncak diperlukan kompetensi tentang:

1. Pemikiran Strategis (strategic thinking). Untuk memahami kecenderungan (trends) lingkungan yang cepat berubah, peluang pasar, ancaman persaingan dan kekuatan serta kelemahan-kelemahan organisasi.

2. Kepemimpinan perubahan (change leadership). Untuk mengkomunikasikan sisi dari organisasi yang dapat merubah karyawan menjadi stakeholders, membangkitkan motivasi dan komitmen, berperan sebagai sponsor dan inovasi yang dilakukan dan membangkitkan peran kewirausahaan, serta mengalokasikan semua sumber daya perusahaan, sebaiknya mungkin untuk melaksanakan perubahan yang berkesinambungan.

3. Manajeman hubungan (relationship management). Untuk membina hubungan dan jaringan yang luas dengan pihak-pihak lain di banyak Negara, dimana kerjasaman dengan pihak-pihak lain dapat menyokong keberhasilan organisasi.

Tingkat manajer, paling tidak diperlukan aspek-aspek kompetensi:

1. Keluwesan (Flexibility). Keluwesan untuk mengubah struktur dan proses-proses manajerial, apabila diperlukan untuk melaksanakan strategi perubahan perusahaan lebih efektif dalam melaksanakan tugas organisasi.

2. Pelaksanaan perubahan (Chage Implementation). 
3. Pelaksanaan perubahan untuk mengkomunikasikan kebutuhan perubahan organisasi kepada sesame karyawan dan keterampilan-keterampilan change management seperti komunikasi, bantuan untuk pelatihan dan proses kelompok, yang dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan di dalam kelompok-kelompok kerja masing-masing karyawan.

4. Inovasi kewiraswastaan (Entrepreneurial Innovation). Motivasi untuk menjadi pemimpin dalam produk baru, pelayanan dan proses produksi.

5. Saling pengertian antarpribadi (Interpersonal understanding). 
6. Saling pengertian antar pribadi untuk memahami dan menghargai masukan-masukan dari berbagai tipe karakter manusia.
7. Memberi wewenang (Empowering). Member wewenang untuk berbagi informasi, meminta pendapat dari sesame karyawan, mengupayakan pengembangan karyawan, mendelegasikan tanggung jawab yang berarti, memberikan umpan balik pelatihan, mengungkapkan harapan-harapan perbaikan dari bawahan (tanpa memandang perbedaan), dan memebri imbalan atas peningkatan kinerja. Semua hal ini akan membuat karyawan merasa lebih mampu dan termotivasi untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar.

8. Bantuan kelompok (Team fasilitation). Bantuan kelompok untuk mengelola karyawan dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk bekerjasama secara efektif untuk mencapai tujuandan kejelasan peran, memeri kesempatan setiap orang untuk berpartisipasi atau mengatasi perselisihan.

9. Mudah dipindahkan (Portability). Portabilitas agar cepat menyesuaikan diri dan berfungsi secara efektif pada lingkungan kerja yang asing. Dengan kata lain, seorang manajer harus mudah dipindahkan di posisi apapun di Negara manapun.
Sedangkan pada tingkat karyawan diperlukan kualitas kompetensi:

1. Keluwesan (Flexibility). Melihat perubahan-perubahan lebih sebagai tantangan dari pada merupakan suatu ancaman.

2. Selalu mencari informasi, motivasi dan kemauan belajar (Information seeking, motivation, ability to learn). Adalah antusias yang tulus terhadap kesempatan untuk mempelajari keterampilan-keterampilan teknis maupun interpersonal. Melihat proses belajar sebagai kesempatan pengembangan diri dan memperkaya pekerjaan dan bukan menganggapnya sebagai tambahan pekerjaan.

3. Motivasi untuk berprestasi (Achievement Motipation). Keinginan untuk berprestasi dan menghasilkan kinerja yang baik, dibandingkan dengan apa yang telah dilakukannya di masa lalu, maupun dibandingkan dengan hasil pekerjaan orang lain.

4. Motivasi bekerja untuk di bawah tekanan (Work motivation under preasure). 
5. Kombinasi dari keluwesan, motivasi berprestasi, daya tahan terhadap perusahaan, yang membuat seseorang dapat bekerja pada situasi dimana tuntutan akan perbaikan selalu meningkat.

6. Kesediaan untuk bekerjasama (Collaborativeness). 

7. Bekerjasama dengan kelompok-kelompok multi disipliner dengan rekan kerja dengan beragam latar belakang, bersikap positif terhadap orang lain, empati dan memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi.
8. Orientasi pelayanan pelanggan (Customer service orientation). Dorongan yang tulus untuk membantu orang lain. Mengerti kebutuhan pelanggan, berinisiatif untuk memecahkan masalah dalam organisasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi pelanggan.

Kemudian Spencer & Spencer (1993: 159) mengidentifikasikan kompetensi generic pekerja sebagai “karakter dan sikap perilaku, atau kemampuan pekerja yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi suatu situasi di tempet kerja, yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal serta kapasitas pengetahuan kontekstual.” Selain konsep kompetensi menurut Spencer & Spencer, kompetensi menurut Klemp adalah:

“(A competency is) any attribute of person that underlies effective performance; a job competency is simply an attribute related to doing a job effectively. People carry with them a wide assortment of knowlwdge, abilities, interest, traits, and motives, but unless these attributes relate demonstrably to doing a job well, they are not job competencies.” (Klemp, 1981: 55).

Pendapat lain dikemukakan oleh Tucker dan Cofsky, sebagai berikut:
“Competencies may be grouped as follow (Tucker and Cofsky, 1994)
:

	Skill 
	:
	The demonstration of expertis (e.g. the ability to make effective presentations, or negotiate successfully

	knowledge
	:
	Information accumulated in a particular area of expertis (e.g. accounting, human resources management

	Self concept
	:
	Attitudes, values and self image

	Traits
	:
	A general disposition to behave in certain ways (e.g. flexibility); and

	motives
	:
	Recurrent thoughts driving behaviors (e.g. drive for achievement, affiliation).”


Kenneth H. Pritchard, CCP,. Mendefinisikan kompetensi sebagai kombinasi pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), kebiasaan (abilities), karakteristik personal (personal characteristics) dan factor-faktor individual lainnya yang membedakan kinerja superior dari kinerja rata-rata pada situasi spesifik tertentu. Ia menggaris bawahi kompetensi terkait erat dengan pekerjaan dan pekerja.

Selain itu, Hughes & Rycus, Mc Lagan, Wolf, Wilson, dan Powers secara berturut-turut memberikan definisi kompetensi sebagai berikut:

	“A competency is grouping of the knowledge and skill necessary for the perfotmance of a job task. Competent workes have the knowledge and skill they need to perform their job.” (Hughes & Tycus, 1989: 9)

	

	“(Competencies are) interbal capabilities that people bring to their nobs. They may be expressed in a broad, even infinite, array of on the job behavior.”(McLagan, 1992: 15) 

	

	“knowledge the state of knowing about or understanding something, such as knowing about tennis or understanding music.” (Powers, 1992: 16)  

	

	“Characteristic those traits that constitute a person’s character, such as enthusiasm, honesty, integrity, and so on.” (Powers, 1992: 16)  

	

	“However, it is undoubtedly tru that, for many people the opportunity within their normal working routine to demonstrate all the competences required, is limited by the scope of their actual jobs.” (Wolf 1995, Wilson 1998a)

	

	“Employers cannot plan their production and employment policy around providing experience in all the elements of competence.” (Wolf, 1995: 120).


Pelopor riset kompetensi seperti McClelland, Klemp, Boyatzis dan Spencer telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap perkembangan kompetensi. Namun, organisasi-organisasi yang mengaku bahwa mereka menggunakan pendekatan Boyatzis cenderung melakukan penyederhanaan terhadap konsep tersebut dan hanya focus terhadap perilaku yang diamati (skill level). Organisasi-organisasi  sector swasta yang bersikap seperti ini lebih didorong oleh alasan-alasan keterdesakan dan kebutuhan untuk memiliki daripada terpakasa mengikuti alur argumentasi teoritis. Akibatnya, organisasi-organisasi tersebut mengurutkan ulang definisi kompetensi melalui pendekatan eklektik (memilih dan memakai yang terbaik dari berbagai sumber). Hasilnya kerangka kerja berdasarkan kompetensi adalah pencampuran dari perilaku, nilai-nilai, tugas-tugas aspirasi dan karakteristik pribadi.
2.1.9 Efektivitas Organisasi
Kata efektivitas berasal dari kata effectivity, yaitu suatu keadaan yang mengandung pengertian rnengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki (Ensiklopedi Administrasi, 1982:108). Muhammad, (2005: 14,120)  mengembangkan pemikiran tentang efektivitas sebagai suatu terjemahan langsung tingkat pencapaian sautu proses dari masukan (input) menjadi sebuah keluaran (output) yang semakin dekat dengan tujuan organisasi yang dapat dicapai. Bernard (Gibson et al., 1987:27) mengemukakan pandangannya bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Emerson (Handayaningrat, 1991:16) menyatakan pandangan bahwa efektivitas itu adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Steers (1985:45) mengemukakan pandangan tentang efektivitas, dalam hal ini efektivitas organisasi, sebagai kamampuan organisasi dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan, seperti efektivitas, penyelesaian misi, pertumbuhan, serta stabilitas organisasi. Sedangkan Lawrence dan Losch (Gibson et al., 1987: 34-35) mengemukakan:
“An organization called effective if it can be shown that organizational effectiveness criteria include the presence of high production, high efficiency, high-level decisions, adjustments development and high survival” Sebuah organisasi disebut efektif apabila dapat menunjukan kriteria efektivitas organisasi yang meliputi adanya produksi yang tinggi, efisiensi yang tinggi, tingkat keputusan yang tinggi, penyesuaian perkembangan, dan kelangsungan hidup yang tinggi.
Berbagai pandangan tentang pengertian dan kriteria keefektifan organisasi, maka organisasi harus mampu mencapai hasil yang lebih tinggi tingkatnya dari pada hasil karya tiap-tiap individunya (Gibson eta., 1987: 8). Hal ini dapat dimengerti berhubung organisasi merupakan wahana atau median bagi sekelompok orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan melibatkan sejumlah komponen yang berperan dan diperankan oleh pemimpin dan anggota organisasi yang bersangkutan.
Sebagai sistem kerjasama, organisasi adalah kebulatan kerjasama sekelompok manusia yang berliku-liku dan bersifat tetap, yang terdiri dari unsur-unsur kerjasama sekelompok manusia yang lebih kecil, yang kemudian disatupadukan menjadi kesatuan kebulatan kerjasama organisasi berdasarkan azas tatatertib. Dari sini jelaslah kiranya bahwa salah satu esensi organisasi adalah efektivitas dan efesiensi.

Efektivitas dan efesiensi organisasi dapat dicapai melalui penggunaan sumber daya yang ada semaksimal mungkin. Hal ini dicirikan dengan tidak adanya kekenduran (slack). Organisasi merupakan wadah atau wahana atau median bagi sekelompok orang yaitu terdiri dari pemimpin dan anggota organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama. Pencapaian tujuan organisasi adalah merupakan ukuran efektivitas organisasi. Efektivitas suatu organisasi tergantung pada seberapa jauh organisasi tersebut berhasil dalam pencapaian tujuan.

Selanjutnya berkaitan dengan efektivitas organisasi, Kreitner (2005:415) menyatakan bahwa cara yang baik untuk dapat memahami subyek yang kompleks ini adalah dengan mempertimbangkan keempat pendekatan umum untuk meraih efektivitas organisasi. Kriteria efektivitas tersebut diterapkan secara seimbang baik terhadap organisasi besar dan kecil. Lebih lanjut mengenai pendapat tersebut dikemukakan sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan merupakan kriteria efektivitas organisasi yang paling banyak digunakan. Hasil atau output utama organisasi dibandingkan dengan tujuan atau sasaran yang telah dinyatakan sebelumnya. Penyimpangan, baik lebih atau kurang, membutuhkan tindakan korektif. Hal ini secara sederhana merupakan ragam proses penetapan tujuan pribadi organisasi. Efektivitas relatif pada kriteria pencapaian tujuan, diukur dengan sebagaimana baik organisasi memenuhi atau melampaui tujuannya.
Peningkatan produktivitas, termasuk hubungan antara input dan output, merupakan tujuan tingkat organisasi yang umum. Tujuan juga dapat ditetapkan untuk upaya organisasi seperti perekrutan kaum minoritas, pencegahan polusi, dan peningkatan kualitas. Adanya tekanan kompetitif dan revolusi e-commerce saat ini, inovasi dan kecepatan menjadi tujuan organisasi yang sangat penting yang layak diukur dan dipantau.
2. Akuisisi sumber daya.

Kriteria kedua ini berhubungan dengan input dan bukannya output. Sebuah organisasi dianggap efektif dalam kaitannya dengan hal ini apabila ia memperoleh faktor-faktor produksi yang diperlukan seperti bahan baku, modal, serta keahlian teknis dan manajerial. Organisasi amal seperti Salvation army menilai efektivitas mereka dalam hubungannya dengan beberapa banyak dana yang mereka dapatkan dari sumbangan perusahaan dan prihadi.
3. Proses Internal.

Beberapa pihak mengacu kepada kriteria efektivitas ketiga ini sebagai pendekatan ‘sistem yang sehat’. Sebuah oranisasi disebut sebagai sistem yang sehat bila informasi mengalir dengan lancar dan bila terdapat loyalitas, komitmen, kepuasan kerja, dan kepercayaan karyawan. Tujuan dapat ditetapkan untuk segala proses internal ini. Sistem kesehatan, mulai dari sudut pandang perilaku cenderung rnemiliki konflik disfungsional dan manuver politik yang merusak. Organisasi yang sehat, adalah memiliki naluri yang sejati; organisasi adalah tempat di mana orang hadir bersama orang lain secara emosional dan tidak takut berbicara mengenai ketakutan dan kekecewaan, karena hal itulah yang membuat kita saling peduli satu sama lain. Organisasi adalah tempat di mana terdapat komunikasi yang otentik, kesediaan untuk menjadi rapuh, sebuah komitmen untuk berbicara dengan rasa hormat dan jujur, sebuah komitmen untuk tidak menjauh bila hal-hal menjadi sulit.
4. Kepuasan Konstituensi Strategis.

Organisasi bergantung kepada orang dan mempengaruhi hidup orang. Konsekuensinya, banyak orang menganggap kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai kriteria penting dalam efektivitas organisasi. Konstituensi Strategis (Strategic Constituency) adalah sekelompok individu yang memiliki andil dalam organisasi, misalnya, penyedia sumber daya, pengguna produk atau jasa organisasi. produsen output organisasi, kelompok-kelompok yang kerjasamanya penting untuk bertahannya organisasi, atau yang hidupnya secara signifikan dipengaruhi oleh organisasi.
Hersey dan Blanchard (1994:133) mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu organisasi, yaitu: (a) Variabel Kausal (Causal Variable). Varibe1 Kausal adalah faktor yang mempengaruhi arah perkembangan di dalam organisasi dan hasil atau penyelesaiannya. Variabel mandiri ini dapat diubah oleh organisasi dan manajemennya; faktor-faktor ini berada dalam kontrol organisasi, seperti: strategi, keterampilan dan perilaku kepemimpinan, keputusan pimpinan, serta kebijakan dan struktur organisasi. (b) Variabel Antara (Intervening Variable) Strategi, keterampilan, dan perilaku kepemimpinan, serta variabel lainnya mempengaruhi sumber daya manusia atau variabel-variabel antara dalam organisasi. Variabel antara mewakili kondisi keadaan internal organisasi pada saat sekarang. Variabel-variabel tersebut tercermin dalam keikatan terhadap tujuan, motivasi dalam moral anggota serta kemampuan mereka dalam kepemimpinan, komunikasi, penanggulangan konflik, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. (c) Variabel Keluaran atau Hasil (output or result variable). Variabel-variabel keluaran atau hasil akhir adalah variabel-variabel bergantung yang mencerminkan keberhasilan organisasi, mencakup produksi atau perolehan.

Keterkaitan antara Variabel Kausal, Intervening dan Output menurut Likert digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.7

Hubungan antara variabel kausal, intervening dan output

Sumber: Hersey and Blanchard, 1994: 151
Selanjutnya dalam pandangan tidak terlalu jauh, Steers (1985:209) mengemukakan empat rangkaian variabel yang berhubungan dan mempengaruhi efetivitas organisasi, yaitu: (1). Ciri organisasi; (2). Ciri lingkungan; (3). Ciri pekerja; dan (4). Kebijakan dan praktek manajemen. Ciri organisasi, dalam hal ini dimaksudkan bahwa yang penting dalam aspek organisasi adalah struktur, penetapan tujuan, dan teknologi yang dipakai. Meningkatnya produktivitas dan efesiensi sering merupakan hasil dari ketetapan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi teknologi yang dipakai, harus sesuai dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam organisasi.

Ciri lingkungan, dimaksudkan bahwa yang terpenting adalah adanya ketepatan dalam mengamati keadaan lingkungan (internal dan eksternal), ketepatan persepsi organisasi dari hasil dinamika lingkungan, dan rasionalisasi organisasi dikaitkan dengan dinamika lingkungan yang ada.

Ciri pekerja, dalam hal ini ditegaskan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya utama dalam organisasi, karena itu, pimpinan harus mampu mengintegrasikan tujuan pribadi anggota organisasi dengan sasaran organisasi, sehingga keterlibatan anggota organisasi dalam pencapaian sasaran organisasi benar-benar maksimal.

Kebijakan dan praktek manajemen, dimaksudkan bahwa mekanisme yang perlu dilakukan oleh pimpinan organisasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi adalah penetapan tujuan strategis organisasi, pencapaian, dan pemanfaatan sumber daya secara efesien menciptakan lingkungan prestasi, meningkatkan efektivitas proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, secara adaptasi dan inovasi organisasi.
Tentang ukuran efektivitas organisasi, Caplow (1964:121) mengembangkan variabel-variabel yang menjadi ukuran efektivitas organisasi, yaitu:

1. Stability: an organization’s ability to conserve or increase the status of its position in relation to its total environment; atau stabilitas: kemampuan suatu organisasi untuk mempertahankan atau meningkatkan suatu keadaan atau status yang berhubungan dengan lingkungan luas.

2. Integration: the organization’s ability to control internal conflict. Its complies better mutual adjustment, less factionalism, more communication, greater consensus; atau integrasi: kemampuan suatu organisasi untuk mengontrol konflik internal. Untuk mengikuti kesesuaian bersama dalam mencapai yang lebih baik, mengurangi pertentangan antar golongan, lebih aktif dalam berkomunikasi, konsensus yang lebih besar.

3. Voluntarism: (or valences,) - roughly equivalent to morale, it complies gratification, colleagueship, satisfaction, the desire of the members to continue to participate as part of the organization; atau kesukarelaan (valensi): hampir seiring dalam semangat juang, hal tersebut dalam kegembiraan, hubungan dengan rekan kerja, kepuasan, keinginan para anggota dalam melanjutkan partisipasinya sebagai bagian dalam organisasi.

4. Achievement: the net result of an organization‘s activity, it complies success or failure in attaining the general and specific goals of the organization. Atau Pencapaian: hasil keuntungan dari kegiatan organisasi. Hal tersebut dalam kesuksesan atau kegagalan yang meliputi kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi khusus dan umum.

Menurut Ackoff (1998:29), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

a. Faktor “waktu” yarg konstan dengan mengukur prosentase hasil pekerjaan yang diselesaikan

b. Faktor “biaya” yang konstan dengan mengukur prosentase hasil pekerjaan yang diselesaikan.

c. Faktor “tenaga” yang konstan dengan mengukur prosentase hasil pekerjaan yang diselesaikan.
d. Menetapkan hasil pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian mengukur “waktu” yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
e. Menetapkan hasil pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian mengukur “biaya” yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

f. Menetapkan hasil pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian mengukur “tenaga” yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Siagian (1986:29) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah:

(1) Suasana kerja yang memungkinkan berkembangnya daya kreativitas setiap orang dalam organisasi.

(2) Suasana kerja yang merangsang timbulnya perasaan sepenanggungan dan seperasaan.

(3) Situasi lingkungan intern dimana jiwa “anggota suatu keluarga besar” selalu diusahakan agar berkembang.

(4) Kondisi pekerjaan secara fisik menyenangkan, tempat kerja tidak menyesakan nafas, ventilasi cukup, fasilitas kerja yang memadai dan sejenisnya.

(5) Terciptanya iklim saling mempercayai, bukan curiga-mencurigai.
(6) Adanya kesepakatan mengembangkan kemampuan karyawan secara sistematis dan berencana yang dikaitkan dengan pengembangan karir dan digunakan sebagai wahana untuk mempersiapkan karyawan dalam proses memikul tanggung jawab yang lebih besar dikemudian hari.

(7) Pengikutsertaan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut bidang tugas masing-masing.

Jones (1984:212) mengembangkan ukuran efektivitas organisasi dilihat dari aspek kesinambungan eksistensi (keberadaan) atau kelangsungan hidup organisasi, teorinya menyatakan bahwa:

An organization engages in transaction with elements in its environment to obtain the resources necessary to produce good and service for costumers and clients. The organization domain refers to the range of goods and services that the deciding how to manage transaction with element in its environment to maximize its ability to Secure needed resource. (Suatu organisasi menggunakan intransaksi dengan elemen-elemen dalam lingkungan itu sendiri untuk mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan dalam memproduksi barang dan pelayanan pelanggan dan klien. Wewenang suatu organisasi menunjukan batasan kesanggupan dan pelayanan-pelayanan pada hasil-hasil organisasi dan pelanggan. Hal tersebut akan melayani dan memutuskan bagaimana cara mengelola transaksi dengan unsur dalam lingkungan itu sendiri untuk memaksimalkan kemampuannya dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan).

Sehubungan dengan hal tersebut Puno and Farolan (1995:1) mengemukakan bahwa:

Key success factor and core competencies would be matched. This will not just happen, it needs to be manage. Moreover, potential new opportunities need to be sought and resource developed. It is also important, therefore that the values of the organization match needs of the environment and the key success factor. It is value and culture which determine whether they stay congiuent in changing circumstance. (Faktor kunci kesuksesan dan kompetensi inti akan digabungkan. Hal tersebut tidak begitu saja terjadi, perlu diatur terlebih dahulu. Selain itu kesempatan baru yang potensial harus dicari dan dikembangkan. Hal yang penting juga bahwa penilaian kecocokan suatu organisasi membutuhkan faktor-faktor lingkungan dan kunci kesuksesan. Hal itu merupakan nilai-nhlai dan budaya yang menunjukan apakah mereka sesuai dalam merubah keadaan disekitarnya)

Pendapat Coulter (1979) serta Quinn dan Rohrbaugh (1983) dalam Kasim (1993:8-9) yang mengembangkan tentang construct efetivitas organisasi dengan mengklasifikasikannya menjadi empat model yang berkaitan dengan bagaimana mengkonseptualisasikan, mengukur dan mejelaskan efektivitas. Keempat model tersebut yaitu: model tujuan rasional, model hubungan manusia, model sistem terbuka dan model proses internal. Deskripsi dan model-model tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Model Tujuan Rasional, dimaksudkan bahwa efektivitas suatu organisasi tergantung pada seberapa jauh organisasi tersebut berhasil dalam pencapaian tujuan.

2. Model Hubungan Manusia, efektivitas organisasi diukur berdasarkan kualitas dan kuantitas hubungan manusia dalam organisasi.
3. Model Sistem Terbuka, efektivitas organisasi diukur dari perspektif fleksibelitas dan kesiagaan organisasi menghadapi lingkungan berikut, perubahan serta kemampuan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi tersebut.

4. Model Proses Internal, organisasi dilihat dari perspektif proses pengolahan informasi, komunikasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan serta proses pengawasan terhadap pelaksanaan tugas.
Mengacu kepada pendapat para pakar tersebut, dikaitkan dengan paradigma yang berkembang dewasa ini, maka yang menjadi ukuran efektivitas organisasi pemerintahan dapat dikembangkan dengan berdasar pada variabel-variabel sebagai berikut:

a. Adanya visi, misi dan rencana strategic yang matang, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi;

b. Adanya kompetensi yang tinggi, baik dari unsur pimpinan maupun pada pelaksana (staf, bawahan) sesuai dengan bidang dan fungsi, wewenang serta tanggungjawabnya;
c. Adanya keseimbangan atau kesepadanan atau pertemuan (matching-in) antara kepentingan, kebutuhan anggota organisasi dengau tujuan atau sasaran organisasi agar keikatan organisasi dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi itu tinggi;
d. Adanya struktur organisasi yang rasional, dalam arti sesuai dengan visi, misi dan tujuan (sasaran) yang hendak dicapai serta dengan mempertimbangkan bobot wewenang dan tanggung jawab, hierarki hubungan jabatan dan komunikasi dalam organisasi;
e. Adanya sistem manajerial yang dapat memanfaatkan sumber daya dalam organisasi, termasuk didalamnya sumber daya manusia, biaya, metoda kerja dan teknologi serta fasilitas secara efesien. Selain itu, perlu dipertimbangkan alternatif dalam pengambilan keputusan, keputusan apa yang sebaiknya dapat disentralisasikan dan yang harus disentralisasikan.

Berdasar kepada variabel-variabel tersebut, maka kaitannya dengan ukuran efektivitas organisasi adalah sejalan dengan pendapat Gibson et al., (1987: 34-35) yang menyatakan, sebagai berikut:

(1) “Production, reflecting the organization's ability to produce the quantity and quality of output needed environment. Size is directly related to the output of which is used by the customer and partner organizations” Produksi, mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan. Ukuran tersebut berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dimanfaatkan oleh pelanggan dan rekanan organisasi.

(2) “Efficiency, measured by the ratio (ratio) which in general form, is the ratio between benefits and costs, effort and time spent” Efesiensi, yang diukur menurut rasio (perbandingan) yang dalam bentuk umum, adalah rasio antara keuntungan dengan biaya, tenaga dan waktu yang dipergunakan.
(3) “Satisfaction, which is measured is the fulfillment of customer satisfaction, including the satisfaction of partners and members of the organization or employees that affect their performance” Kepuasan, yang diukur adalah pemenuhan kepuasan terhadap pelanggan, rekanan dan termasuk kepuasan anggota organisasi atau karyawan yang berpengaruh pada kinerja mereka.
(4) “Keadaptasian (adjustment), which is measured by the level of organizational responsiveness to the demands of change, both internally and externally” Keadaptasian (penyesuaian), yang diukur adalah tingkat ketanggapan organisasi terhadap tuntutan perubahan, baik secara internal maupun eksternal.
(5) “The development, which is measured is the responsibility of the organization to increase the capacity and potential to develop, through educational measures and employee training and manjer so the achievements of the organization as a whole is at least remain stable (constant) and the maximum increase” Pengembangan, yang diukur adalah tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang, melalui langkah-langkah pendidikan dan pelatihan karyawan dan manjer sehingga prestasi organisasi secara keseluruhan secara minimal tetap stabil (konstan) dan secara maksimal terus meningkat.

Sedangkan Champbell dalam Robbins (1994:55) menjelaskan kriteria organisasi yang efektif yaitu: keefektifan keseluruhan, produktifitas, efisiensi, laba, kualitas, kecelakaan, pertumbuhan, kemangkiran, pergantian, kepuasan kerja, motivasi, moral/semangat juang, kontrol, konflik/solidaritas, fleksibilitas/ penyesuaian, perencanaan dan penetapan tujuan, konsensus tentang tujuan, internalisasi tujuan organisasi, konsensus tentang tujuan, keterampilan interpersonal manajerial, keterampilan manajerial, manajemen informasi dan komunikasi, kesiapan, pemanfaatan lingkungan, evaluasi pihak luar, stabilitas, nilai sumber daya manusia, partisipasi dan pengaruh yang digunakan bersama, penekanan pada pelatihan dan pengembangan dan penekanan pada performa.

Berdasarkan berbagai pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas identik dengan pernyataan tentang tingkat keberhasilan organisasi dalam rangka mencapai tujuan atau sasarannya atau dengan kata lain bahwa efektivitas adalah aktual dari organisasi yang menentukan sejauhmana organisasi tersebut dapat merealisasikan tujuan-tujuannya.
2.2 Kerangka Pemikiran
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan atau siklus kebijakan. Bahkan dikatakan bahwa implementasi kebijakan lebih penting daripada tahapan lainnya dalam proses kebijakan, karena kebijakan hanyalah berupa impian atau cetak biru saja kecuali kebijakan tersebut diimplementasikan.
Salah satu alasan mengapa timbul hasrat yang kian besar terhadap masalah implementasi kebijakan adalah ditemukan bukti-bukti yang mengungkapkan ketidakefisienan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengupayakan perubahan yang fundamental dalam masyarakat. Kebanyakan pemerintah didunia ini sebenarnya belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu akan menimbulkan dampak atau perubahan tertentu yang diharapkan.
Gejala implementation gap, Andrew (1978:98), suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka peluang kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).

Implementation capacity, Walter (1971:197), kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy decision) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai. Dalam implementasi program, khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintah atau berbagai tindakan struktur organisasi pemerintah dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni: (1) Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center atau pusat), (2) Pejabat pelaksana di lapangan (the periphery), dan (3) Aktor perorangan di luar badan pemerintah, kepada siapa program itu ditujukan (obyek), yakni kelompok sasaran (target group).

Konsep implementasi kebijakan pada hakekatnya mengandung tiga aspek, yaitu proses, tujuan dan hasil. Aspek proses merupakan rangkaian kegiatan atau tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan. Aspek tujuan berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan nyata tersebut, dan hasil adalah efek atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat atau kelompok sasaran program.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan menurut Jones adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Implementasi didefinisikan oleh Jones sebagai: “implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect.” (Jones, 1984:166). Sedangkan menurut Anderson (1994:40) implementasi kebijakan didefinisikan sebagai aplikasi kebijakan melalui mesin-mesin administrasi pemerintah (“application of the policy by the goverment‘s administrative machinery).

Menurut Howlet dan Ramesh, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program-program dan kebijakan-kebijakan, yang merupakan penterjemah dari rencana-rencana kedalam praktek. “Its is defined process whereby programs or policies are carried out; it denotes the translation of plans into practice” (Howlett and Ramesh, 1995:153).

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak harus ada, yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, (2) kelompok target, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; dan (3) adanya pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Ketidakberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan yang sering dijumpai antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, struktur organisasi yang kurang memadai dan kurang efektif serta komitmen yang rendah di kalangan pelaksana. Faktor-faktor politik atau waktu yang kurang tepat serta bermacam alasan lainnya, turut pula mempengaruhi sebuah kebijakan atau program hingga tidak dapat terlaksana dengan baik.

Terdapat banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melipatkan upaya-upaya policy makers untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Kebijakan publik diimplementasikan oleh badan atau institusi pemerintah yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warganya.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel dan faktor, dan masing-masing saling berhubungan satu sama lain. Teori  Edward III (2003:166) bahwa Implementasi kebijakan dipengaruh oleh empat faktor, yaitu: pertama, Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Kedua, sumber daya, apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. 
Ketiga, disposisi yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. 
Keempat. Struktur Birokrasi, bahwa salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Prosedur Operasi Standar (SOP = standard operating procedures), sebagai pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sedangkan Mazmanian dan Sabatier (1983:254) mengemukakan tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:
1. Karateristik Masalah, meliputi:

a. Tingkat kesulitan teknis dan masalah yang bersangkutan. Mudah atau sulit, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Suatu program akan relatif mudah diimplementasikan, apabila kelompok sasarannya adalah homogen; sebaliknya apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.

c. Proporsi kelompok sasaran terhadap populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi; sebaliknya relatif mudah apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
2. Karakteristik Kebijakan, meliputi:

a. Kejelasan isi kebijakan, semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena akan mudah dipahami dan diterjemahkan dalam tindakan nyata; sebaliknya ketidakjelasan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teontis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut.
d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
e. Konsistensi aturan pada pelaksana.
f. Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

g. Akses formal pihak luar. Seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan; suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.
3. Lingkungan Kebijakan, meliputi:

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program pemerintah dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional; kemajuan teknologi dapat membantu sosialisasi dan implementasi dengan bantuan teknologi modern.
b. Dukungan publik. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik.
c. Sikap dan kelompok pemilih (constituency groups). Cara kelompok pemilih mempengaruhi implementasi kebijakan, melalui: a. intervensi terhadap keputusan dengan komentar untuk mengubah keputusan; b. secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan atau membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

d. Tingkat komitmen dan ketrampilan aparat dan implementor.

Aspek-aspek tersebut adalah suatu rangkaian yang tidak terputus. Pandangan itu memberi pemahaman bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu, dengan demikian yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah suatu tindakan seperti tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukan.
Menurut Rondenelli dan Cheema (dalam Partadinata, 2002: 101) ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang sekaligus disarankan sebagai variabel bebas, yakni: environmental condition, interorganizational relationships, available resources, and characteristic of implementing agencies.
Environmental conditions tercakup berbagai faktor seperti struktur politik nasional, proses perumusan kebijakan, infrastruktur politik dan supra struktur politik bertingkat lokal, sosial budaya dan berbagai organisasi kepentingan serta tersedianya sarana dan prasarana fisik. 

Mengenai variabel kedua, yaitu interorganizational relationships mencakup kejelasan dan konsistensi tujuan program otonomi daerah, alokasi fungsi yang tepat, efektivitas perencanaan, anggaran dan prosedur implementasi, kualitas komunikasi antar organisasi dan efektivitas hubungan antara organisasi dan efektivitas hubungan antara organisasi. Kemudian variabel ketiga yakni available resources mencakup kontrol dana, kecukupan anggaran, ketersediaan anggaran, dukungan elit politik nasional, dukungan elit politik local dan dukungan birokrasi pusat.
Kemudian Rondenelli dan Cheema (2002) dalam Partadinata (2002: 104) menyatakan bahwa hasil implementasi kebijakan otonomi daerah sangat tergantung pada hubungan keempat variabel tadi dan dampaknya dapat diukur melalui tiga hal.

a. Tercapainya tujuan kebijakan desentralisasi yang berwujud implementasi otonomi daerah.

b. Meningkatnya kemampuan lembaga pemerintah daerah dalam hal perencanaan, mobilisasi sumber daya dan implementasi.

c. Meningkatnya produktivitas, pendapatan daerah, pelayanan terhadap masyarakat dan partisipasi aktif dari masyarakat melalui penyaluran inspirasi dan aspirasi rakyat.

Jika dibanding dengan pandangan Grindle yang lebih menitikberatkan kepada proses pencapaian tujuan kebijakan, Rondenelli dan Cheema (dalam Partadinata, 2002: 104) lebih menekankan pada substansi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang cocok dengan kasus di Indonesia. Karena itu, konsep yang diajukan Rondenelli dan Cheema (dalam Partadinata, 2002: 105) digunakan sebagai acuan dalam menganalisis kebijakan implementasi otonomi daerah.
Implementasi kebijakan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh lembaga macam faktor sebagaimana telah dijelaskan diawal. Menurut Partadinata (2002: 105) dalam mencapai tujuan yang optimal, ada lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan otonomi daerah, yakni:

1. Konteks pelaksanaan.
2. Hubungan antar organisasi.
3. Dukungan sumber daya dalam proses implementasi kebijakan otonomi daerah.
4. Karakteristik pelaksana (implementor) dari kebijakan otonomi daerah. 

Kompetensi Jabatan struktural adalah kemampuan kerja setiap individu pejabat struktural yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan ditempat kerja termasuk diantaranya seseorang untuk mentransper dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru.

Peningkatan beban kerja dan persaingan dalam tugas memerlukan pegawai berkemampuan dan cakap dalam memikul tanggungjawab kerja yang diberikan, dengan kompetensi memungkinkan seorang karyawan melaksanakan kinerja yang makasimal dalam pekerjaannya. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan.

Thoha (2010: 4), mengemukakan kompetensi yaitu: Kompetensi didefinisikan sebagai “kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang diisyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut  mampu mencapai hasil yang diharapkan. 

Woodruffle (1991:89), membedakan antara pengertian competence dan competency yang mana  competence diartikan sebagai konsep yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu menunjukan “wilayah kerja dimana orang dapat menjadi kompeten atau unggul.”, sedangkan competency merupakan konsep dasar yang berhubungan dengan orang, yaitu menunjukan dimensi perilaku yang melandasi prestasi unggul (competent). 
Spencer & Spencer (1993:250), Menurut mereka kompetensi adalah “karakteristik dasar seseorang yang terdiri dari knowledge, skill dan attitude yang ada hubungan sebab akibatnya dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektifitas kerja.

Memiliki SDM yang kompeten adalah keharusan bagi perusahaan mengelola SDM berdasarkan kompetensi diyakini bisa lebih menjamin keberhasilan mencapai tujuan. Sebagian perusahaan memakai kompetensi sebagai dasar dalam memilih orang, mengelola kinerja, pelatihan dan pengembangan serta pemberian konpensasi.

Analisis kompetensi disusun sebagai berikut:Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal, misalnya seorang programmer computer. 

Disamping pengetahuan dan kemampuan karyawan, hal ini yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku kerja karyawan. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan.

Apabila karyawan mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Kompetensi skill, knowledge, dan attitude cenderung lebih nyata (visible) dan relative berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif mudah untuk dikembangkan, misalnya dengan program pelatihan untuk meningkatkan tingkat kemampuan sumber daya manusia.

Spencer & Spencer (1993:89) mengelompokan kompetensi menurut pekerjaan ataupun profesi. Setidaknya ada 5 kelompok (cluster) kompetensi. Berikut ini adalah masing-masing kelompok tersebut.
1. Helping and Human Service (kemampuan melayani)

Cluster ini melibatkan kegiatan yang harus memahami kebutuhan orang lain, yang terdiri dari pemahaman interpersonal (interpersonal understanding/IU) dan orientasi layanan pelanggan (customer service orientation/CSO). interpersonal understanding adalah kemampuan untuk mendengarkan secara akurat dan memahami apa yang tidak terucapkan dari orang lain. Orang lain disini bisa individu ataupun kumpulan individu yang memiliki perasaan dan perhatian yang hampir sama. Interpersonal understanding sering juga disebut dengan empati, mendengarkan, kepekaan terhadap orang lain, perhatian terhadap perasaan orang lain, dan pemahaman diagnostic.

Customer service orientation mencerminkan keinginan untuk membantu atau melayani orang lain, untuk memenuhi kebutuhannya. Focus kompetensi ini adalah pada upaya memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien. Pelanggan disini bisa berarti pelanggan sebenarnya atau pihak lain dalam organisasi. Customer service orientation sering disebut: berorientasi pada layanan dan bantuan, focus pada kebutuhan klien, bermitra dengan klien, focus pengguna akhir, perhatian terhadap kepuasan pasien.

2. The Impact and Influence (Kemampuan memimpin)

Cluster ini terdiri dari Impact and influence (IMP), organizational awareness (OA), dan relationship building (RB), impact influence mencerminkan niat untuk mendekati, meyakinkan, mempengaruhi, atau membuat terkesan orang lain, agar mereka mendukung agenda tertentu atau mereka menjadi terpengaruh.  Organizational awareness yaitu kemampuan individual untuk memahami hubungan kekuatan dalam organisasi atau di orhganisasi lain terkait (pelanggan, pemasok dan sebagainya). Juga dalam level yang lebih tinggi, posisi perusahann dalam dunia yang lebih luas. Relationship building adalah pekerjaan untuk membangun atau memelihara pertemanan, hubungan yang hangat atau jaringan kontak dengan orang yang suatu kali, akan bermanfaat untuk mencapai tujuan terkait pada pekerjaan.

3. Managerial (Kemampuan mengelola)
Cluster ini mencakup kompetensi develoving other (DEV), derectiveness assertiveness and use of positional power (DIR), teamwork and cooperation (TW), team leadership (TL), developing others adalah versi khusus dari impact and influence, berupa kemauan untuk mengembangkan orang lain. Esensi dan kompetensi ini terletak pada kemauan serius untuk mengembangkan orang lain dan dampaknya ketimbang sebuah peran formal. Bisa mengirim orang ke program training secara rutin untuk memenuhin pekerjaan dan kebutuhan perusahaan. Cara lain adalah dengan bekerja untuk mengembangkan para kolega, klien, bahkan atasan, derectiveness assertiveness and use of positional power mencerminkan kemauan untuk membuat orang lain selaras dengan keinginannya. Disini sang pemimpin menceritakan apa yang harus dilakukan.

Teamwork and cooperation berarti kemauan sungguh-sungguh untuk bekerja secara kooperatif. Team leadership adalah kemauan untuk berperan sebagai pemimpin tim atau kelompok lain. Jadi berkaitan dengan keinginan untuk memimpin orang lain team leadership lajimnya terlihat dalam posisi otoritas formal.

4. Cognitive (Kemampuan berfikir)
Cluster ini meliputi kompetensi analytical thinking (AT), conceptual thinking (CT), technical/professional/managerial expertice (EXP), analytical thinking adalah   kemampuan mengetahui situasi dengan merincinya menjadi bagian-bagian kecil, atau melihat implikasi sebuah situasi secara rinci. Pada intinya, kompetensi ini memungkinkan seseorang berfikir secara analitis atau sistematis terhadap sesuatu yang kompleks

Conceptual thinking adalah memahami sebuah situasi atau masalah dengan menempatkan setiap bagian menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan gambar yang lebih besar. Termasuk kemampuan mengidentifikasi pola atau hubungan antar situasi yang tidak secara jelas terkait; mengidentifikasi isu mendasar atau kunci dalam situasi yang kompleks. Conceptual thinking bersifat kreatif, konsepsional, atau induktif.

Technical/professional/managerial expertice termasuk pengetahuan terkait pada pekerjaan (bisa teknikal, profesional, atau manajerial), dan juga motivasi untuk memperluas, memanfaatkan, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut.

5. Personal effektivenss (kemampuan bersikap dewasa)

Kompetensi ini mencerminkan sejumlah aspek kematangan individual terkait dengan orang lain dan pekerjaan. Kompetensi ini mengontrol efektivitas kompetensi lainnya terkait dengan lingkungan, terdiri dari self kontrol (SCT), self konfidence (SCF), flexibility (FLX), dan organizational commitment (OC).

Self control adalah kemampuan untuk menjaga emosi dan meredam aksi negatif ketika sedang marah, tatkala berhadapan dengan oposisi atau tindakan kasar dari orang lain, atau pada saat bekerja dalam kondisi stres. Self control lebih sering ditemukan pada jabatan manajerial level bawah dan posisi kontributor individual dengan tingkat stres tinggi. Self control jarang disebut-sebut untuk level manajer ke atas. Self konfidence adalah keyakinan trhadap kemampuan diri menyelesaikan sebuah tugas. Self konfidence adalah sebuah komponen dari kebanyakan model dari orang-orang berkinerja superior.

Flexibility merupakan kemapuan untuk beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam berbagai ragam situasi, individual, atau kelompok. Kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan dan pandangan berlawanan terhadap sebuah isu. Untuk mengadaptasi sebuah pendekatan sejalan dengan perubahan situasi. Flexibility memungkinkan superior performer untuk beradaptasi dengan keahlian lain dan kompetensi yang dibutuhkan situasi. Organizational commitment adalah kemampuan dan kemauan individu untuk menyelarasakan perilaku dengan kebetulan, prioritas, dan tujuan organisasi. Untuk bertindak mempromosikan tujuan organisasi atau memenuhi kebutuhan organisasi. Organizational commitment sering muncul pada posisi staf.
Kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai visi dan misinya secara bekelanjutan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya (SDM). Lako dan Sumaryati, (2007), manajemen SDM berpendapat bahwa SDM yang berkualitas adalah SDM yang minimal memiliki empat karakteristik yaitu:

1. Memiliki competency (knowledge, skill, abilities, dan experience) yang memadai;

2. Commitment pada organisasi;

3. Selalu bertindak cost effectiveness dalam setiap kativitasnya, dan 

4. Congruence of goals yaitu bertindak selaras antara tujuan pribadinya dengan tujuan organisasi.

Bagi instansi pemerintah tersedianya SDM aparatur (Pegawai Negeri Sipil) yang berkualitas dan professional merupakan suatu syarat dalam rangka meningkatkan  mutu penyelenggaraan Negara serta kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Disamping empat karakteristik SDM yang berkualitas tersebut diatas, maka ciri-ciri professional menurut Ma’arif  (2002: 60) adalah:

1. Memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan;

2. Memiliki kompetensi di bidangnya;

3. Memiliki jiwa ber-kopetisi/bersaing secara jujur san sportif; serta 

4. Menjungjung tinggi etika profesi.

Kedua istilah “berkualitas dan professional” di dalamnya terkandung unsur kompetensi. Konsep kompetensi merupakan kelanjutan dari konsep behavioral objective yang bersumber dari pemikiran para pendidik seperti Benjamin Bloom pada tahun 1950 di Amerika (Susanto, 2002: 52).

Hal di atas sejalan dengan pendapat dari Ruky (2003: 65) bahwa saat ini konsep kompetensi sudah mulai diterapkan dalam berbagai aspek dari manajemen sumber daya manusia adalah pada bidang pelatihan dan pengembangan (Competency Based Training), rekrutmen dan seleksi (Competency Based Recruitmen and Selection) dan sistem remunerasi (Competency Based Payment). Lebih jauh lagi, sekarang sudah mulai dikenalkan konsep Competency Based Human Resource Management.

Selanjutnya  Ruky 2003: 67) menjelaskan bahwa kompetensi dalam kaitannya dengan unjuk kerja dapat digolongkan dalam 2 (dua)jenis, yaitu:

1. Kompetensi ambang (Threshold Competencies) 

Kriteria minimal dan esensial yang dibutuhkan dan dituntut dari sebuah jabatan yang harus bisa dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan tersebut untuk dapat bekerja menjalankan pekerjaan tersebut secara efektif.
2. Kompetensi pembeda (Differentiating Competies) 

Kriteria yang dapat membedakan antara orang yang selalu mencapai untuk kerja superior dan orang yang unjuk kerjanya rata-rata saja.

Menurut  Mitrani, 1995: 12), cirri-ciri yang perlu dimiliki pegawai untuk bekerja dalam organisasi  baru dan menduduki posisi sebagai manajer, adalah sebagai berikut:

1. Keluwesan.

Untuk mengubah struktur dan proses manajerial bila diperlukan, melaksanakan strategi perubahan organisasi.

2. Pelaksanaan perubahan.

Untuk mengkomunikasikan kebutuhan perubahan organisasi kepada sesame karyawan.

3. Saling pengertian antar pribadi.

Untuk memahami dan penghargaan masukan-masukan dari orang yang berlainan.

4. Memberikan wewenang. Saling berbagi informasi minta pendapat dari sesame karyawan dan mengupayakan pengembangan karyawan.

5. Bantuan kelompok.

Agar kelompok yang berlainan dapat bekerjasama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama.

6. Protobilitas.

Cepat menyesuaikan diri dan berfungsi secara efektif dengan lingkungan.

Sementara itu, dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan definisi kompetensi di atas, komponen-komponen atau karakteristik yang berbentuk sebuah kompetensi menurut Spencer & Spencer (1993: 11):
a. Motives, yaitu konsistensi berfikir mengenai sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki oleh seseorang, sehingga menyebabkan suatu kejadian. Motif tingkah laku seperti mengendalikan, mengarahkan, membimbing, memilih, untuk menghadapi kejadian atau tujuan tertentu.

b. Traits, yaitu karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap informasi atau situasi tertentu.

c. Self Concept, yaitu sikap, nilai, atau imajinasi seseorang.

d. Knowledge, informasi seseorang dalam lingkup tertentu. Komponen kompetensi ini sangat kompleks. Nilai dari knowledge test, sering gagal untuk memprediksi kinerja karena terjadi kegagalan dalam mengukur pengetahuan dan kemampuan sesungguhnya yang diperlakukan dalam pekerjaan.

e. Skill, yaitu kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas fisik atau mental tertentu.

Komponen kompetensi motives dan traits disebut hidden competency karena sulit untuk dikembangkan dan sulit untuk mengukurnya. Komponen kompetensi knowledge dan skill disebut visible competency yang cenderung terlihat, mudah dikembangkan dan mudah mengukurnya. 
Sedangkan komponen kompetensi self concept berada berada di antara kedua kriteria kompetensi tersebut.

Menurut Ruky (2003: 106) competency merupakan kombinasi dari keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan perilaku (attitude) yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya.

Lima komponen kompetensi di atas, dapat dilihat bahwa Watson Wyatt menggunakan istilah knowledge, skill, dan attitudes atau KSA untuk konsep kompetensi. Pada umumnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia mengadopsi KSA ini dalam usaha mereka menerapkan konsep kompetensi di perusahaannya.
Definisi yang diajukan oleh Spencer & Spencer menjelaskan bahwa dalam menggunakan konsep kompetensi harus ada “Kriteria Pembanding” (Criterion Reference) untuk membuktikan bahwa sebuah elemen kompetensi mempengaruhi baik atau buruknya kinerja seseorang.

Umumnya setiap orang memiliki kinerja yang sama (average performance) tetapi ada beberapa orang memiliki keahlian yang khusus (superior performance) sehingga harus dinerdakan dari orang-orang lain.

Kriteria pembanding yang digunakan dalam konsep kompetensi untuk membedakan superior performance dengan average performance (Widiyatna, 2002: 87) adalah:

1. Cross Cultural Interpersonal Sensitivity Kemampuan untuk memahami budaya orang lain melalui tingkah laku dan ucapannya, serta untuk memprediksi bagaimana mereka akan bereaksi. 

2. Positive Expectations of Other Kepribadian yang kuat dalam memahami formalitas dan nilai dari orang lain yang berbeda dengan diri sendiri, dan kemampuan untuk mempertahankan pandangan positif ketika berada dalam tekanan.
3. Speed in Learning Political Networks Konsep kompetensi diterapkan dalam berbagai aspek dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Awalnya kompetensi dimanfaatkan dalam bidang pelatihan dan pengembangan (Competency Based Training), rekrutmen dan seleksi (Competency Based Recruitmen and Selection) dan system remunerasi (Competency Based Payment). Kemudian terakhir kompetensi diintegrasikan ke dalam konsep Competency Based Human Resource Management (CBHRM) (Ruky, 2003: 107)

Melalui CBHRM, kompetensi pegawai akan redokumentasi dengan baik dan dapat dilakukan pengembangan searah dengan pengembangan kompetensi utama (core competencies) organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Dengan demikian, dengan mudah dapat diidentifikasi kebutuhan kompetensi pegawai, sehingga arah kebijakan pengembangan pegawai dapat ditentukan.

Berbagai perusahaan besar di dunia menggunakan konsep kompetensi (Ruky, 2003: 107-108) dengan alasan sebagai berikut:

1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang inin dicapai;

2. Alat seleksi karyawan;

3. Memaksimalkan produktivitas;

4. Dasar untuk pengembangan system remunerasi;

5. Memudahkan adaftasi terhadap perubahan;

6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi.

Menurut Raymond (2002: 144) bahwa competency profiling is a job analys method that focuses on the skill and behaviours needed to successfully perform a job (suatu metode analisis jabatan yang menitikberatkan pada keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan untuk meyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik).

Raymond berpendapat bahwa model kompetensi memiliki tiga elemen kunci, yaitu:

1. Underlying characteristics, kompetensi merupakan bagian integral dari kepribadian seseorang;

2. Causalily, kompetensi dapat memprediksi perilaku dan kinerja;

3. Performance, kompetensi memprediksi secara nyata dan efektif (dalam hal ini minimal dapat diterima) atau kinerja superior yang terukur sesuai dengan kriteria spesifik atau standar.

Berhasil tidaknya kinerja seseorang tergantung dari kompetensi yang dimikinya, apakah sesuai atau matching dengan kompetensi yang menjadi persyaratan minimal dari jabatan yang dipangkunya.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003 ditentukan bahwa Standar Kompetensi jabatan Struktural adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural. Standar kompetensi jabatan ini meliputi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

3 Kompetensi dasar

Kompetensi dasar dapat dianalogikan dengan threshold competency (Spencer & Spencer, 1993). Kompetensi ini wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural. Kompetensi dasar untuk Pejabat Struktural Eselon II, III, dan eselon IV terdiri atas 5 (lima) kompetensi meliputi, integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerjasama, serta fleksibilitas.

Kompetensi dasar, oleh Ruky (2003: 110) disebut kompetensi inti (core competencies) yaitu kelompok kompetensi yang berlaku/harus dimiliki oleh semua orang dalam organisasi.

Contoh kelompok core competencies menurut Riky (2003: 110) seperti: terfokus pada prestasi/output, komunikasi, kerjasama kelompok, kepemimpinan, mengembangkan orang lain, berpikir analitis, dan pemecahan masalah.
4 Kompetensi bidang

Kompetensi bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.   Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003 ditentukan bahwa kompetensi bidang dipilih dari 33 (tiga puluh tiga) kompetensi yang tersedia dalam kamus kompetensi jabatan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dengan jumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kompetensi.

Kompetensi bidang atau diggerentiating competencies (Spencer & Spencer, 1993) atau specifik job competencies (Ruky, 2003) merupakan karakteristik pribadi yang spesifik dengan bidang pekerjaan yang dilaksnakan serta pengetahuan dan keterampilan yang relevan yang lebih bersifat teknis.
Kompetensi dasar dan kompetensi bidang tersebut di atas perlu dimiliki oleh pejabat sruktural eselon II, III dan eselon IV agar menjadi pejabat yang profesional. Berbicara Pegawai Negeri Sipil profesional ini, Raymond (2002: 144) berpendapat bahwa kompetensi untuk SDM profesional dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Goal and action management abilities clucter: Efficiency orientation, planning, intiative or efficacy, attention to details, self control, fexibility.

2. Interpersonal/people management clucter: Emphaty, persuasiveness, networking, negotiating, self convidence, groupmanagement or team leadership, developing others, oral communications.

3. Analytic reasoning or cognitive cluster: systems thinking, pattern recognition, social objetivity, written communication.
Seseorang yang tidak berhasil melaksanakan tugas pekerjaan, bukanlah berarti ia tidak memiliki kompetensi, tetapi mungkin saja karena yang bersangkutan memiliki kompetensi yang tidak sesuai dengan pekerjaannya.

Hal ini sering jumpai di lingkungan instansi pemerintah bahwa seorang pegawai memiliki kompetensi yang tidak sesuai dengan persyaratan kompetensi minimal yang dituntut oleh jabatannya. Pada hakikatnya tidak ada orang atau PNS yang sama sekali tidak memiliki kompetensi.

Kesesuaian antara persyaratan jabatan dengan pemegang jabatan sangat signifikan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan kepuasan kerja PNS yang bersangkutan. Untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian (matching) antara kompetensi jabatan dengan kompetensi individu (pemegang jabatan), dilakukan melalui proses pengukuran kompetensi.

Pengukuran kompetensi adalah proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai atau pemegang jabatan (Keputusan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003).

Pengukuran kompetensi ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang dapat dijadikan bukti yang menunjukkan apakah pemegang  jabatan memenuhi atau tidak memenuhi kompetensi minimal yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas jabatannya.

Keberhasilan menyesuaikan atau menyelaraskan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi pegawai atau pemegang jabatan tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:
1. Pengukuran kompetensi individu yang akurat;

2. Model kompetensi jabatan;

3. Metode pengukuran kompetensi,

Dimensi-dimensi yang diukur dalam penelitian dari variabel kompetensi, menurut Spencer & Spencer (1993:11), meliputi : (1) Pengetahuan, (2) Keterampilan dan (3) Bakat.   
1.   Pengetahuan

Pengetahuan (knowledge) adalah suatu proses dengan menggunakan pancaindra yang dilakukan seseorang terhadap objek tertentu dapat menghasilkan pengetahuan dan keterampilan.

Hidayat, (2007: 14). Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai macam sumber seperti, media poster, kerabat dekat, media massa, media elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, dan sebagainya. Pengetahuan dapat membentuk keyakinan tertentu, sehingga seseorang berperilaku sesuai dengan keyakinannya tersebut, dan merupaka keingintahuan, pemahaman, prioritas, kecermatan, dan kerja tim dalam melaksanakan pekerjaan. Pengetahun bukanlah fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap obyek, pengalaman, maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tersedia dan sementara orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya keingintahuan dan pemahaman-pemahaman baru. Berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.
2.   Keterampilan

Merupakan kemampuan, kepandaian, reaktif, dan stamina kerja yang dimiliki individu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kurniati, (2001: 17) mengemukakan bahwa keterampilan proses dapat digolongkan sebagai keterampilan proses dasar (basic proces skill) dan keterampilan proses terpadu (integrated process skill). Keterampilan proses dasar merupakan keterampilan yang diterapkan secara ilmiah untuk memfungsikan kemampuan kognitif dasr yang telah diperoleh dari jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keterampilan ini mewakili dasar pemahaman ilmiah siswa yang diperlukan sebelum memperoleh dan menguasai keterampilan proses terpadu. Keterampilan yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar mengajar, karena metode apapun, tujuan pengajaran apapun yang ingin dicapai dan bagaimana keadaan siswa yang dihadapi, menguasai dan melaksanakan keerampilan secara efektif dan efisien akan dapat menimbulkan perubahan tingkah laku pada siswa. Dari seseorang yang sebelumnya selalu aktif memberi informasi akan berubah menjadi banyak mengundang interaksi siswa, akan berubah menjadi banyak berpartisipasi dalam bertanya, menjawab pertanyaan mengemukakan pendapat.

3.   Bakat

Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya, kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik dan lain-lain. Suatu karakteristik individu yang berupa kecakapan, kreativitas, dan keterikatan dalam melaksanakan pekerjaan. Bakat merupakan potensi dan kepandaian yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir yang akan diketahui lambat laun searah dengan pertumbuhan manusia. Bakat berupa suatu bentuk kemampuan khusus, yang memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan dari hasil pelatihannya sampai satu tingkat lebih tinggi dan merupakan potensi dan bukan merupakan sesuatu yang sudah benar-benar nyata dan jelas. Bakat lebih sebagai kemungkinan yang masih harus diwujudkan dan suati karakteristik unik indvidu yang membuatnya mampu melakukan suatu aktivitas dan tugas secara mudah dan sukses. Bahwa bakat merupakan pola pikir, perasaan dan perilaku yang berulang-ulang dan dapat meninglatkan produktivitas. Berdasarkan pengertian tersebut, maka bakat itu tidak hanya menyangkut kecakapan tertentu, tetapi juga berkaitan dengan adanya peran untuk mengembangkan. Dalam hal ini, minat menjadi faktor penting yang berfungsi sebagai nurture yang akan membantu pengembangan bakat tersebut. Minat merupakan suatu pemusatan perhatian secara tidak sengaja yang terlahir dengan penuh kemauan, rasa ketertarikan, keinginan, dan kesenangan. Minat dapat dikatakan sebagai dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Keberadaan minat merupakan faktor utama bagi pengembangan bakatkarena tanpa minat, bakat tidak akan berdayaguna. Artinya, minat yang tinggi akan membuat kita mampu melakukan sesuatu sekalipun kita tidak berbakat, sebaliknya berbakat tanpa minat akan sulit mengembangkan bakat tersebut.   
Meurut  Sudarsono, (1994.125) ada beberapa indikator, yaitu:
1. Berorientasi prestasi dan tindakan.
2. Membantu dan melayani orang lain

3. Kemampuan mempengaruhi dan menciptakan dampak
4. Kemampuan Manajerial
5. Kemampuan Kognisi
6. Kemampuan Efektivitas Pribadi
2.2.1 Efektivitas Organisasi (Publik)
Istilah efektivitas pada umumnya dikaitkan dengan keberhasilan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Soerjadi (1998:37-38) menegaskan bahwa pengertian efektivitas dalam kaitannya dengan organisasi publik adalah kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tepat, dalam arti target tercapai dalam waktu yang ditetapkan. Namun target yang telah dicapai itu tentu saja harus dihubungkan dengan mutunya dan mempertimbangkan segi ekonomisnya, yaitu yang menyangkut biaya, tenaga kerja, peralatan yang digunakan, ketersediaan waktu, ruang dan lain-lain. Keefektifan, disamping berhubungan dengan mutu juga berkaitan dengan tanggungjawab, pembagian kerja dan prosedur kerjanya.
Konteks organisasi, istilah efektivitas telah muncul sebagai konsep utama untuk menjelaskan prilaku dan mutu kehidupan organisasi, menurut penekanan dan acuan tertentu, Steers (1985:4) menjelaskan ada tiga kerangka acuan yang sering dipakai untuk menjelaskan efektivitas organisasi, yaitu:
Pertama, paham optimasi tujuan, yaitu efektivitas berdasarkan kriteria tingkat ketercapaian misi akhir organisasi dengan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mengoptimasikan faktor-faktor yang mendukung. Kedua, perspektif sistem, yaitu penilaian efektivitas berdasarkan kriteria fungsinya semua unsur dalam organisasi yang menjadi syarat bagi pencapaian tujuan. Ketiga, penekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi, yaitu penilaian efektivitas berdasarkan kriteria perilaku manusia individual maupun kelompok.
 Steers (1985:4-10) mengajukan kerangka lain yang disebutnya sebagai model proses untuk mempelajari efektivitas organisasi. Kerangka acuan ini menganggap bahwa efektivitas organisasi merupakan proses dinamis dari keseluruhan karakteristik organisasi, lingkungan, sumber daya manusia serta kebijakan dan praktek manajemen dalam organisasi itu.
Konsep efektivitas organisasi yang digunakan dalam penelitian ini secara sederhana mengacu pada rumusan yang dikemukakan Amitai Etzioni yaitu tingkat keberhasilan organisasi dalarn mencapai tujuan dan sasarannya. Kerangka acuan yang digunakan untuk menganalisis tidak hanya dari segi optimasi tujuan melainkan lebih bersifat komprehensif dengan menelaah karakteristik organisasi, lingkungan, sumber daya manusia serta kebijakan dan praktek manajemennya.
Efektivitas organisasi seperti Pemerintahan Daerah ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam atau faktor internal maupun berasal dari luar atau faktor eksternal. Peter dan Waterman, JR (1982:10) mengidentifikasi tujuh faktor yang dapat menentukan efektivitas organisasi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu faktor (1) Organizational systems (Sistem Organisasi); (2) Structure (Struktur); (3) Strategies (Strategi) (4) Leadership Style (Gaya Kepemimpinan); (5) Staff/Human Resources Staf/SDM; (6) Skills (Keterampilan); (7) Ownership Value. (Kepemilikan Nilai)
 Ketujuh faktor inilah yang menjadi acuan konseptual untuk mendeskripsikan efektivitas kinerja organisasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, untuk melakukan kajian pengaruh implementasi kebijakan Otonomi Daerah dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan pengaruhnya terhadap Efektivitas Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Berdasarkan uraian mengenai implementasi kebijakan otonomi daerah dan kompetensi pejabat struktural dalam peningkatan efektifitas organisasi dinas, sebagai tolak ukur perbandingan antara apa yang dilakukan dan apa yang diharapkan.

Tentang seberapa jauh faktor yang merupakan dimensi berpengaruh dalam peningkatan efektivitas organisasi, dapat digambarkan dalam model penelitian ini, sebagai berikut:
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Gambar 2.8
Model Penelitian
2.3 Hipotesis
Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:
1) Apabila pelaksanaan otonomi daerah dan kompetensi pejabat struktural dilaksanakan secara optimal, maka efektivitas organisasi pada Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Sumedang meningkat, dapat diterima secara empirik.

2)  Implementasi otonomi daerah dan Kompetensi Pejabat Struktural, Berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas organisasi pada Dinas di Kabupaten Sumedang.

3)  Implementasi otonomi daerah melalui,  Konteks  Implementasi, Relasi antar Organisasi, Sumberdaya Implementasi Kebijakan, Karekteristik pelaksanaan kebijakan berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas organisasi pada Dinas di Kabupaten Sumedang.

4) Kompetensi Pejabat Struktural melalui Membantu dan melayani orang lain, Kemampuan mempengaruhi dan menciptakan dampak, Kemampuan Manajerial, Kemampuan Kognisi, Kemampuan Efektivitas Pribadi berpengaruh secara terhadap efektivitas organisasi pada Dinas di Kabupaten Sumedang.
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